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ABSTRAK

Transpansi Pelayanan Mutasi Pegawai Di Sub Bidang Mutasi
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boalemo

Skripsi ini menggunakan penelitian secara deskritif dengan metode pendekatan
kualitatif kepada Pegawai/Aparat di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Boalemo. Serta informan di tentukan berdasarkan suatu tingkat pemahaman terhadap
masalah penelitian terdiri dari tujuh (7) orang yang terdiri dari Unsur BKD
Kabupaten Boalemo. Penulisan ini di latar belakangi oleh transparansi mutasi
pegawai yang dapat di lihat dari berbagai aspek indikator keterbukaan, prosedur dan
kemudahan yang belum secara optimal di laksanakan. Penelitian ini bergerak dari
suatu pengamatan yaitu dari penyampaian informasi yang secara terbuka, proses dan
prosedur mutasi dan kemudahan pengurusan administrasi di dalam pemutasian
aparatur sipil negara di pemerintah daerah kabupaten boalemo kurang transparan.

Penelitian ini selain untuk masalah yang berkaitan dengan transparansi mutasi
pegawai dalam pelayanan, serta bertujuan untuk mengetahui proses transparansi
mutasi di badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo. Metode pengumpulan data
terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data juga di lakukan dari
tahap pengumpulan hingga data penarikan kesimpulan data dengan menerapkan
teknik kualitatif. Dengan hasil penelitian 1. Informasi mutasi aparatur sipil negara
dapat di akses, memadai, mudah di jangkau dan tepat waktu. 2. Transparansi
informasi dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang proses
pengurusan dan prosedur di dalam mutasi aparatur sipil negara dengan secara
transparan. 3. Transparansi pelayanan yang dapat di peroleh dengan mudah akan
menciptakan keseimbangan antar tenaga Kkerja, meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah, dan dapat berkurangnya pelanggaran peraturan
perundang-undangan . Sehingga dapat di simpulkan bahwa adanya suatu transparansi
informasi dalam halnya aparatur sipil negara yaitu mutasi juga dapat mempengaruhi
suatu peningkatan di dalam wawasan, pengetahuan, partisipasi masyarakat di dalam
pengembangan, dan kepercayaan. Sehingga di butuhkan partisipasi masyarakat yang
berkaitan dengan laporan untuk aparatur sipil negara tentang pemberian informasi
kepada pemerintah tentang adanya suatu penyimpangan yang di lakukan oleh sipil
pelayanan yang akan di pindahkan.

Dapat di sarankan untuk membangun daerah serta mewujudkan visi misi badan
kepegawaian daerah kabupaten boalemo kiranya proses dan prosedur mutasi ASN
harus di lakukan dengan secara transparan, terbuka, dan mudah di peroleh
berdasarkan pemetaan kebutuhan pegawai di setiap SKPD dan bukan karena faktor
lain di luar itu. Pemerintah daerah kabupaten boalemo agar kiranya lebih netralisasi
dalam memantau dan mengawasi proses pemutasian aparatur/pegawai, sehingga



dapat di cegah sejak dini pratek-pratek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di
Kabupaten Boalemo. Kata kunci : Transparansi dan Pelayanan.

ABSTRAK

Transparency Of Employee Mutation Services In The Sub Division Of
Mutations Boalemo District Civil Services Agancy

Thesis uses descriptive research with a qualitative approach to the employees /
apparatus in the in the Boalemo District Civil Service Agency. And informants are
determined based on a level of understanding of the research problem consisting of
seven (7) people consisting of BKD element of Boalemo Regency. This wirting is
based on the backround of the transparency of employee mutations which can be seen
from various aspects of the indicators of openness, procedures and convenience that
have not been optimally implemented. This research moves from an observation,
namely from the delivery of information in a open manner, the process and
procedures for transferring and the ease of administering the administration in the
dismissal of the state civil apparatus in the local government of the district of
Boalemo is less transparent.

This research, in addition to issues related to the transparency of employee
mutations in services, also aims to determine the transparency process of mutations in
the regional civil service agency in Boalemo district. The data colletion method
consisted of observation, interview and documentation. Data analysis was also carried
out from the colletion stage to data conclusion by applying qualitative techniques.
With research results 1. Information on the mutation of state civil servants is
accessible, adequate, easy to reach and on time. 2. Transparency of information can
increase public knowledge and insight about the process of management and
procedures in the transfer of state civil servants in a transparancy of information can
increase public knowledge and insight about the process of management and
procedures in the transfer of state civil servants in a transparent manner. 3.
Transparency of services that can be obtained easily will create a balance between
workers, increase public trust in the govermment, and can reduce violations of laws
and regulations. So it can be concluded that the existence of a transparency of
information inthe case of state civil servants, namely mutations can also affect an
increase in insight, knowledge, community participation in development, and trust.
So that it requires public participation related to reports for the state civil apparatus
regarding the provision of informantion to the government about an irregularity
commited by the civil sevice to be transferred.

It can be suggested to develop the region and realize the vision and mission of
regional civil service agancy in the district of boalemo. | think the ASN transfer
process and procedure must be carried out transparently, openly, and easily obtained
based on the mapping of employee needs in each SKPD and not due to other factors



outside of it. The local government of boalemo district shoyuld be more neutral in
monitoring and supervising the process of dismissing officials / employees, so that
they can be prevented from an early age the parctices of corruption, collusion and
nepotism (KKN) in Boalemo Regency. Keywords : Transparency and Service.
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BAB 1

PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang

Pelayanan merupakan salah satu aktivitas seseorang atau sekelompok orang dan
organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung agar bisa memenuhi
kebutuhan. Dalam terselenggaranya pemerintah yang baik yang merupakan salah satu
syarat setiap pemerintah agar bisa mewujudkan suatu aspirasi rakyat dan akan
mencapai suatu tujuan pemerintah serta menjadi cita-cita bangsa menjadikan
pemerintah yang baik. di dalam pelayanan merupakan tugas penting aparatur
pemerintah untuk bisa menjalankannya secara transparansi.

Tugas seorang pemerintah yaitu dapat melayani kepentingan masyarakat dan bisa
memenuhi segala kebutuhan masyarakat sesuai peraturan yang ada. Salah satu fungsi
utama aparatur sipil negara itu melayani dan mengayomi masyarakat dalam
penyelenggaraan tugas pemerintah. Untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat
maka pemerintah di harapkan bisa melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik
mungkin yaitu melalui peningkatan pelayanan, meningkatkan pemberdayaan, serta
peran serta masyarakat.

Dalam menerapkan prinsip-prinsip dalam pemerintah maka di butuhkan
penyelenggaraan pemerintah yang baik di dalam semua sektor publik yaitu dengan
memberikan pelayanan administrasi yang efisien dan efektif serta transparan, sehingga
pemerintah bisa menyelenggarakan kepemerintahan dengan baik. untuk berjalannya

roda kepemerintahan di badan kepegawaian daerah dengan secara baik maka di



butuhkan suatu prinsip transparansi di dalam birokrasi pemerintah yang ada di
kabupaten boalemo. Untuk bisa mewujudkan visi dan misi maka di butuhkan
transparansi publik baik dalam penyusunan prosedur, keterbukaan dan kemudahan di
dalam penyelenggaraan. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan di indonesia
terutama di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boalemo agar kiranya bisa
memberikan pelayanan secara transparansi tidak berbelit-belit dalam penggurusan baik
dalam administrasi pelayanan baik dalam bidang umum, pengembangan karir, mutasi,
diklat, kesejahteraan pegawai, serta pembinaan/pengendaliaan pegawai, sehingga
masyarakat bisa mengakses segala hal yang akan di butuhkan pada Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Boalemo. Hal ini dapat mewujudkan visi dan misi
daerah dan menjadikan tingkat kepercayaan masyarakat lebih-lebih pada keterbukaan
sistem dan informasi kepegawaian daerah sebagai penyelenggara sistem pemerintahan
di kabupaten boalemo.

Hal yang perlu di perhatikan oleh penyelenggara pemerintah yaitu memberikan
pelayanan terhadap masyarakat yaitu penyampaian informasi kepada masyarakat agar
bisa di pahami dan tidak berbelit-belit. Sesuai dengan ketentuan di dalam undang-
undang No. 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) undang-undang ini
menegaskan bahwa tentang suatu panataan ulang birokrasi pemerintah yaitu dalam hal
pengisian jabatan harus sesuai pangkat dan kebutuhan yang ada, instansi daerah harus
melakukan secara terbuka dan komperatif di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN),
dengan memperhatikan suatu syarat kompentensi, kualifikasi, pendidikan,

kepangkatan, latihan, rekam jejak jabatan serta pengisian pimpinan jabatan tinggi, serta



integritas jabatan lainnya yang di perlukan dalam penataan birokrasi. Informasi yang
akan di sampaikan bisa mudah di akses oleh penerima layanan sehingga hal yang
penting dalam keterbukaan proses pelayanan administrasi. Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Boalemo sebagai salah satu organisasi penyelenggara sistem yang bertujuan
agar terciptannya kejujuran, kedamaian, profesional dan bersih yang artinya bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pemerintah yang baik harus bertindak secara
terbuka, objektif bukan diskriminatif.

Untuk memberikan suatu pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara Badan
Kepegawaian Daerah memiliki kewenanggan sesuai yang di iniginkan oleh aparat sipil
negara tetapi pada kenyataannya masih ada pengeluhan dari aparat terhadap pelayanan
khususnya pada badan kepegawaian daerah. Kita ketahui bahwa dalam peraturan
meteri negara pendayagunaan yang aparatur negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006
tentang pedoman penyusunan standar pelayanan publik. Teteapi kita lihat masih terjadi
pelayanan yang berbelit-belit serta ketidak pastian jangka waktu dalam pengurusan
administrasi dan sikap aparatur pemerintah yang kurang responsif pegawai pada
bagian-bagian yang menjadi tanggung jawab masing-masing aparat Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Boalemo. Sehingga mengakibatkan citra apartur sipil
negara menjadi buruk. Sebagaimana yang dia atur dalam peraturan BKN No. 5 tahun
2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi, dalam peraturan ini pemerintah menyusun
perencanaan apartur sipil negara (ASN)/ pegawai negeri sipil (PNS) dalam

lingkungannya.



Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan : “Transparansi Pelayanan Mutasi Di Sub Bidang Mutasi Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Boalemo”.
1.2.Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di rumuskan masalahnya yaitu sebagai
berikut :

e Bagaimana Proses Transparansi Pelayanan Mutasi Pegawai Di Sub
Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boalemo?
1.3.Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:
e Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Transparansi Pelayanan
Mutasi Pegawai Di Sub Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Boalemo.
1.4.Manfaat Penelitian
Untuk hasil penelitian nanti yang akan di teliti di harapkan agar dapat memberikan
manfaat pada aspek :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat di harapkan dapat menambah pengetahuan
di bidang ilmu sosial dan ilmu politik, khusunya pada bidang ilmu pemerintah
serta dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran dan dapat menambah

wawasan dalam kajian terkhusunya dalam proses pelayanan publik.



2. Manfaat Praktis
Secara pratis hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai referensi di dalam
pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, serta dapat di gunakan sebagai
koleksi materi perpustakaan kampus dan di harapkan menambah minat peneliti
yang berkaitan dengan proses transparansi pelayanan publik.

3. Manfaat Penulis
Manfaat bagi seorang penulis dalam penelitian ini dapat memberikan
pemahaman serta wawasan terhadap proses transparansi pelayanan publik di
badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo. Dan manfaat bagi pemerintah
sebagai bahan masukan, pertimbangan serta rekomendasi untuk pemerintah,

terutama di badan kepegawaian daerah dalam proses transparansi pelayanan

publik.
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2.1.Transparansi

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sangat membutuhkan transparansi,
karena transparansi tidak hanya penting dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah
di kabupaten boalemo tetapi juga dalam tetapi juga dalam penyelenggaraan pelayanan
publik. Masyarakat seringkali tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi
mengenai berbagai hal yang terkait dengan pelayanan publik dan pengguna pelayanan
publik. Dalam kristianten menurut Mardiasmo (45 :2006) mengatakan bahwa
keterbukaan pemerintah dalam suatu pemberian informasi yang terkait dalam suatu
aktifitas penggelolaan sumber daya publik terhadap pihak yang membutuhkannya.

Adapun pendapat dari Sarbano Hari (38 :2007) yang mengatakan bahwa
transparansi adalah salah satu aspek yang sangat mendasar bagi terwujudnya dalam
penyelenggaraan pemerintah yang baik. Di dalam suatu perwujudan tata pemerintahan
yang baik dapat mengisyaratkan adanya suatu keterbukaan, keterlibatan dan
kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses proses penyelenggaraan pemerintah.
Di dalam keterbukaan informasi penyelenggaraan kepemerintahan untuk bisa
mewujudkan beberapa indikator lainnya. Adapun pelayanan berkualitas yaitu
merupakan suatu kondisi yang menunjukan adanya kesesuaian antara layanan di
harapkan pengguna dan layananan yang secara nyata yang dapat di terima oleh

pengguna. Di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan masyarakat ikut



berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Menurut Mardiasmo (3 :2002) di kutip oleh
Hessel Nogi (4 :2005) mengatakan bahwa dalam tujuan penyelenggaraan otonomi
daerah yaitu meningkatkan suatu pelayanan publik dan memajukan perekonomian di
dalam daerah.

Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Tahir Arifin
(122 :2015) yaitu membuka diri terhadap suatu hak masyarakat dalam memperoleh
informasi yang benar, tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
kiranya dapat memperhatikan hak-hak asasi pribadi, golongan, rahasia negara dan
jujur. Di dalam penerapan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah kiranya
memberikan kesempatan pada masyarakat untuk bisa mengetahui berbagai informasi
tentang suatu penyelenggaraan pemerintahan daerah secara jujur, benar dan tidak
diskriminatif.

Terdapat tiga misi pelaksanaan dalam otonomi daerah yaitu pertama kesejahteraan
masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Kedua efektivitas
pengelolaan sumber daya daerah dan menciptakan efisiensi. Ketiga menciptakan ruang
bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan
memberdayakan. Di dalam pelayanan publik ini terjadi karena ketidakpastian layanan
yang ada. Di dalam pelayanan transparansi pelayanan publik kecenderungan dalam
mengembangkan suatu prosedur pelayanan dengan semangat untuk mengontrol sering
kali terjadi suatu penyebab utama dari kompleksitas suatu pelayanan publik. Dalam hal
ini bahwa pemerintah di kabupaten boalemo bahwa belum berhasil membangun

pemerintahan yang berdasarkan suatu kepercayaan dan anggapan pemerintah bahwa



masyarakat cenderung melakukan moral bazard sehingga prosedur pelayanan yang di
rancang untuk mencegah suatu peluang terhadap terjadinya moral bazard. Di dalam
pelayanan dalam hal ini transparansi sering terjadi berprilaku ganda. Dengan waktu
yang sama pemerintah dapat bertindak secara transparan dan sekaligus tidak
trnasparan, serta tergantung pada kepentingan masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas bahwa peneliti berpendapat di dalam transparansi
pelayanan publik dalam suatu penyelenggaraan pemerintah baik pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
serta memberikan keterbukaan, kemudahan dan pelayanan prosedural yang mudah di
pahami.
2.2.Konsep Transparansi

Di dalam konsep transparansi ini sudah sangat jelas dapat menunjukan suatu
keadaan baik dari segala aspek dalam proses penyelenggaraan publik yang bersifat
terbuka dan dapat di ketahui dengan mudah oleh para pengguna pelayanan publik dan
stakeholder yang membutuhkannya. Jika dengan segala aspek proses penyelenggaraan
pelayanan publik misalnya persyaratan, waktu yang akan di perlukan, biayaya, cara
pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggaraan serta pengguna pelayanan publik
yang harus di publikasiakn secara terbuka sehingga apa yang di harapkan akan mudah
di akses dan dapat di pahami oleh publik, sehingga praktik penyelenggaraan pelayanan
publik tersebut dapat di nilai memiliki suatu transparansi yang tinggi. Dan jika sebagian
atau semua aspek dari proses penyelenggaraan pelayana publik tersebut secara tertutup

dan informasinya sulit di peroleh para pengguna dan stakeholder lainnya, sehingga di



dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak memenuhi kaidah secara transparansi.

Di dalam perwujudan suatu pemerintah yang baik mengisyaratkan suatu keterbukaan

di dalam birokrasi pemerintah, serta keterlibatan pemerintah dan masyarakat, dan dapat

memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses suatu informasi yang

akan di butuhkan terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Di dalam keterbukaan

informasi sangat berpengaruh di dalam mewujudkan berbagai indikator lainnya. Di

dalam konsep transparansi pelayanan publik menggunakan tiga indikator yang menurut

pendapat Dwiyanto A (2014 :236) yaitu sebagai berikut :

1.

Mengukur tingkat keterbukaan yang meliputi seluruh proses pelayanan publik,
yang termaksud di dalamnya adalah persyaratan, biaya dan waktu yang di
butuhkan di dalam mekanisme atau prosedur pelayanan yang harus di penuhi.
Transparansi menunjukan seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan
yang dapat di pahami. Oleh penguna dan stakeholder yang dapat di pahami oleh
yang lainnya.

Kemudahan/informasi dalam memperoleh informasi dengan mengenai
beberapa aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Semakin mudah
memperoleh informasi mengenai beberapa aspek penyelenggaran publik, maka
semakin tinggi transparansi. Contonya ketika seseorang pengguna dengan
mudah memperoleh informasi mengenai suatu persyaratan, waktu dan biaya
yang di perlukan dalam menyesuaikan suatu pelayanan publik sehingga dapat

di nilai memiliki transparansi yang tinggi.



Yang di maksud indikator pertama yaitu persyaratan yang harus di publikasikan
agar mudah di ketahui oleh setiap pengguna pelayanan, penyelenggaraan pelayanan
yang harus menjelaskan dengan jelas kepada pengguna mengenai suatu persyaratan
yang harus di penuhi oleh pengguna layanan serta alasan di perlukannya suatu
persyaratan dalam proses pelayanan. Yang di maksud pada indikator kedua yaitu
maksud di pahami bukan hanya dalam artian literal semata tetapi maknanya dari
prosedur itu dan peraturan itu. Serta dapat di jelaskan bahwa mengenai prosedur, waktu
dan biaya, yang di maksud yaitu untuk di perlukan sebagaimana adanya merupakan
dalam hal yang sangat penting bagi para pengguna layanan. Jika dapat di ketahui
dengan jelas dan mudah di pahami serta dapat terterima dengan oleh para pengguna
pelayanan, sehingga kepatuhan dan prosedur serta aturan maka semua akan dapat
terwujud dengan baik dan masyarakat akan merasa terbantu.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti berpendapat bahwa di dalam transparansi
dengan mengunakan tolak ukur yaitu suatu keterbukaan dalam setiap pelayanan publik
yang di berikan aparatur pemerintah kepada masyarakat.
2.3.Standar Transparansi

Sangatlah penting dalam menentukan suatu standar transparansi di dalam
penyelenggaraan pelayanan, kita ketahui bahwa standar transparansi harus di atur
dalam standar informasi, kebenaran, dan ketepatan media dalam menggungkapkan
informasi serta indikator-indikator penilaiannya. Berdasarkan uraian di atas peneliti
berpendapat bahwa standar ini sangatlah penting bagi masyarakat untuk mendapatkan

pelayanan yang baik dalam artian memperoleh informasi sesuai jangka waktu, biaya
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yang di tentukan dan menyampaian informasi singkat jelas dan padat serta mudah di
pahami.
2.4.Konsep Pelayanan Publik

Konsep pelayanan ini akan menunjukan suatu arah pemerintahan yang baik atau
suatu tata pemerintahan yang baik serta mampu mengembangkan dan memajukan
daerah kabupaten boalemo. Serta dapat terwujudnya transparansi pelayanan publik
terkhususnya pelayanan di kabupaten boalemo. Sehingga kita dapat mengelola
administrasi pemerintah secara baik sehingga tidak akan terjadinya KKN (Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme).
2.5.Pengertian Pelayanan Publik

Di dalam pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan yang merupakan
proses berlangsungnya suatu kegiatan rutin dan berkesinambungan yang di lakukan
bagi semua kehidupan orang banyak. Pelaksanaan publik dapat di ukur dari standar
yang baik dalam waktu yang akan di perlukan maupun hasilnya. Pelayanan terdiri dari
tiga unsur pokok yaitu : (1). Biayanya relatif harus lebih rendah, (2). Waktu yang di
kejar relatif cepat, (3). Mutu yang di berikan lebih bagus. Pelayanan harus di berikan
kepada masyarakat menuntun suatu kualitas dalam artian di dalam pelayanan yang di
selenggarakan oleh pemerintah memulai aparatur yang ada, tetapi tidak bertujuan untuk
mencari keuntungan sedikitnya pemerintah memberikan kualitas pelayanan dengan
sebaik mungkin berdasarkan tuntutan masyarakat, tuntutan harapan serta kebutuhan

masyarakat dapat terlayani dengan baik. jika di mata masyarakat terkesan pelayanan
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tidak baik berarti pelayanan selama ini tidak dapat di lakukan dengan sepenuh hati
tetapi hanya berdasarkan sebagai abdi negara saja.

Pelayanan adalah sesuatu kegiatan atau urutan dalam kegiatan yang terjadi secara
interaksi langsung antara seseorang dan orang lain atau mesin secara fisik serta dapat
menyediakan kepuasan seorang pelanggan. Di dalam kamus besar indonesia dapat
mengartikan bahwa pelayanan adalah sebagai usaha dalam melayani kebutuhan orang
lain. Sedangkan melayani yaitu suatu usaha sesorang dalam melayanidan membantu
apa saja yang akan di perlukan seseorang. Sementara menurut KEP.MENPAN No.
81/93 mengatakan bahwa pelayanan umum yaitu suatu pelayanan dalam segala bentuk
pelayanan yang akan di berikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,
BUMN/BUMD, dalam rangka pemenuhan suatu kebutuhan masyarakat agar dapat
terlayani dan suatu peraturan dalam perundang-undangan yang berlaku. Dan secara
etimologis dalam kamus besar indonesia pelayanan adalah suatu usaha di dalam
melayani kebutuhan orang lain, pelayanan yang pada dasarnya yaitu suatu kegiatan
yang pada dasarnya dapat di tawarkan kepada pelanggan atau konsumen yang akan di
layani, yang bersifat tidak di miliki dan tidak bersifat wujud.

Di dalam pelayanan merupakan tanggung jawab seorang pemerintah baik di dalam
pemerintah pusat mapun pemerintah daerah, dan lingkungan badan usaha negara milik
negara. Kita ketahui bahwa pelayanan publik merupakan suatu rangkaian kegiatan
dalam rangka suatu pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan penduduk atas
barang, jasa serta pelayanan administratif yang dapat di sediakan oleh penyelenggara

pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan bagi setiap bagi warga negara.
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Yang di maksud dalam penyelenggara pelayanan publik ialah semua institusi
penyelenggara negara, lembaga independen yang di bentuk berdasarkan undang-
undang untuk kegiatan pelayanan publik, korporasi, dan badan hukum lainnya yang di
bentuk di dalam suatu pelayanan. Jika hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap
penyelenggara pelayanan publik maka akan berakibat rusaknya suatu tatanan hukum
serta aturan yang akan menjadi persyaratan bagi suatu kedaulatan rakyat. Adapun yang
di kemukakan oleh Mahmudi (2010) di kutip oleh mustani ahmad dkk (23) mengatakan
bahwa di dalamsuatu kegiatan pelayanan yang akan di selenggarakan oleh
penyelenggara pelayanan publik serta berdasarkan pelaksanaan ketentuan di dalam
perundang-undangan. Yang di maksud penyelenggara pelayanan publik yaitu instansi
pemerintah seoerti departemen, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Hukum
Milik Negara (BHMN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), satuan kerja / satuan
organisasi kementrian, instansi pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah serta
termaksud dinas-dinas dan badan.

Keputusan Menpan Nomor 63 tahun 2003 (Menpan 2003:2) yaitu di dalam segala
kegiatan yang di laksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan dan maupun pelaksanaan di dalam
ketentuan perundnag-undangan. Di dalam ranjangan undang-undang pelayanan publik
(Republik Indonesia 2007:2) yaitu memaknai pelayanan publik suatu rangkaian atau
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil sebuah
warga negara, jasa atau pelayanan administrasi yang dis ediakan oleh penyelenggara

pelayanan publik, dan penduduk atas suatu barang.
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Di dalam pelayanan publik terdapat aspek yang sangat penting bagi aparatur sipil
negara yaitu sebagaimana yang tertuang didalam undang-undang dasar negara republik
indonesia alenia 4 yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah
darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa
dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kedamaian abadi dan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Di dalam pelayanan ini juga sebagai indikator
untuk meningkatkan suatu kinerja pemerintah dengan sebagaimana mestinya baik di
dalam pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun undang-undang yang
mengatur pemerintah daerah yaitu undang-undang negara Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 344 yang berbunyi : (1). Pemerintah
daerah menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintah
yang menjadi suatu kewenangan daerah, (2). Pelayanan publik berdasarkan asas : (a).
kepastian hukum, (b). Kepentingan umum, (c). Keterjangkauan, (d). Kemudahan,
kecepatan, (e). Ketepatan waktu, (f). Kesamaan hak, (g). Keseimbangan hak dan
kewajiban, (h). Keprofesionalan, (i). Partisipatif, (j). Persamaan perlakuan/tidak
diskriminatif, (k). Fasilitas dan perlakukan khusus bagi kelompok rentan, (1).
Akuntabilitas.

Berdasarkan penjelasan uraian di atas peneliti berpendapat bahwa pelayanan
publik merupakan hak warga negara indonesia untuk mendapatkan kesejahteraan dan
keadilan bagi seluruh rakyat indonesia dalam penyelenggaraan pelayanan di dalam

pemerintah.
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2.6.Standar Pelayanan Publik

Untuk mewujudkan suatu standar pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintah
maka pemerintah daerah dapat meningkatkan suatu kualitas pelayanan sehingga
pelayanan otonomi daerah dapat berjalan sesuai keinginan bersama dlaam mewujudkan
suatu visi dan misi pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga
pelayanan dapat di teriama dengan baik oleh pihak-pihak yang membutuhkan
(masyarakat dalam hal ini ASN ). Di dalam starategi peningkatan kualitas pelayanan
publik sangatlah penting di dalam memajukan kesejahteraan bagi seluruh warga
indonesia terkhususnya kabupaten boalemo. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan
maka pemerintah perlu memperhatikan suatu penggelolaan administrasi dan
memperbaiki manajemen kualitas jasa, dengan upaya meminimalisasikan kesenjangan
antara tingkat layanan yang di sediakan oleh pemerintah dengan sebuah harapan serta
keinginan masyarakat. Standar dalam pelayanan publik menurut Mentri Pemberdayaan
Negara No. 63 tahun 2003 tentang pedoman penyelenggaraan umum pelayanan publik
yaitu prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana
dan para sarana.

Di dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 36 tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan, dan
penerapan standar pelayanan pada Bab II Point A yang berbunyi bahwa kita ketahui
bahwa standar pelayanan publik merupakan suatu tolsk ukur yang dapat kita gunakan
sebagaimana mestinya di dalam pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan

penilaian pelayanan kualitas dan suatu kewajiban sebagai janji penyelenggaraan
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kepada masyarakat untuk pelayanan yanag berkualitas, cepat, tetap, terukur, mudah

dan terjangkau.

Adapun peraturan standar di dalam Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor

36 tahun 2012 Bab II yang berbunyi “Dalam menyusun, penetapan dan menerapkan

standar pelayanan maka perlu memperhatikan suatu prinsip yaitu :

a.

Prinsip kesederhanaan yaitu suatu standar pelayanan yang mudah di pahami,
mudah di laksanakan, biaya dapat terjangkau dengan mudah bagi masyarakat
maupun penyelenggara, mudah di ukur, mudah di ikuti, dan prosedur yang
jelas.

Prinsip-prinsip partisipatif yaitu suatu penyusunan pelayanan yang dapat
melibatkan masyarakat dengan puhak terkait untuk dapat membahas bersama
serta mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
Prinsip keadilan yaitu di dalam standar pelayanan harus menjamin suatu
pelayanan yang akan di berikan dan mudah terjangkau oleh seluruh masyarakat
yang berada suatu ekonomi, jarak lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas
fisik dan mental serta letak jarak geografis.

Prinsip transparansi yaitu suatu standar pelayanan yang harus dapat di akses
dengan secara mudah dan dapat di ketahui oleh seluruh masyarakat.

Prinsip berkesinambungan yaitu merupakan suatu standar pelayanan yang
berlaku sesuai perkembangan kebijakan serta kebutuhan dalam peningkatan

kualitas pelayanan.

16



f. Prinsip akuntabel yaitu suatu standar pelayanan yang di atur dalam pelaksanaan
dan pertanggung jawaban dengan secara konsisten kepada pihak yang
berkepentingan.

g. Prinsip konsidenten yaitu suatu standar yang dapat di atur dalam penyusunan
serta penerpan suatu standar pelayanan yang dapat terjangkau.

Standar pelayanan menurut pendapat Dwiyanto Agus (2015) yaitu suatu standar
pelayanan dapat mengatur proses, input, dan output pelayanan. Berdasarkan uraian di
atas bahwa peneliti berpendapat bahwa standar pelayanan sesuai pemahaman yang
dapat peneliti ketahui bahwa suatu tolak ukur yang dapat kita gunakan keseharian yaitu
suatu penyelenggaraan pelayanan dan sebagai kewajiban untuk melakukan pelayanan
terhadap pengguna pelayanan, serta para penyelenggaraan dapat memberikan kualitas
pelayanan yang baik, tepat waktu yang di inginkan, mudah, teratur, dan mudah
terjangkau oleh semua kalangan. Di dalam pengembangan standar pelayanan tidak
akan banyak memberikan manfaat jika tidak di ikuti dengan berbagai pengaturan
mekanisme dalam pelaksanaan yang jelas termaksud strategi pembiayaan, evaluasi,
penegakan tentang aturan suatu standar pelayanan, dan monitoring.
2.7.Faktor Pelayanan Publik

Dalam pelayanan publik secara umum terdapat beberapa faktor pendukung yang
sangat penting misalnya suatu kesadaran seorang pemerintah dalam melaksanakan
pelayanan dan para pejabat yang bertugas dalam melaksanakan pelayanan secara
umum, (1). faktor aturan yaitu sebagai suatu landasan kerja dalam pelayanan yang

memadai, (2). faktor organisasi yaitu merupakan suatu alat atau sistem yang
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memungkinkan di dalam suatu mekanisme dalam suatu kegiatan pelayanan, (3). Faktor
sarana pelayanan yaitu tersedianya suatu sarana dalam pelayanan jenis dan bentuk
tugas pekerjaan dalam pelayanan, (4). Faktor keterampilan suatu kemapuan seseorang
dalam penyelenggara dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dapat melaksanakan
dengan sebaik mungkin, dan (5). Faktor pendapatan yaitu faktor yang dapat memenuhi
suatu kebutuhan dalam hidup.

2.8.Karakteristik Pelayanan Publik

Di dalam suatu karakteristik pelayanan publik yaitu sebagai berikut : (a). Di dalam
pelayanan bersifat tidak dapat di raba, pelayanan yang sangat berlawanan bersifat
dengan suatu barang jadi. (b). pada kenyataannya pelayanan terdiri dari sebuah
tindakan yang secara nyata dan merupakan suatu pengaruh yang bersifat tindakan
sosial. D1 dalam karakteristik tersebut dapat menjadi dasar suatu pemberian pelayanan
terbaik. Secara luas pengertian lainnya yaitu di dalam pelayanan merupakan suatu
usaha apa saja yang mempertinggi kepuasan pelanggan.

Dari berbagai aktifitas yang ada pelayanan publik memiliki karakteristik menurut
lembaga administrasi negara (2003) yaitu : 1). Memiliki dasar hukum yang jelas dalam
penyelenggaraannya, 2). Memiliki tujuan sosial, 3). Sering kali menjadi sasaran isu
politik, 4). Memiliki konfigurasi indikator kinerja yang perlu keluasan, 5). Memiliki
kelompok kepentingan yang luas, termaksud kelompok sasaran yang akan di capai, 6).

Di tuntun secara akauntabel kepada publik.
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Berdasarkan uraian di atas bahwa peneliti berpendapat bahwa dalam suatu

karakteristik pelayanan publik yaitu suatu usaha yang di capai untuk mencapai

kegiatana orang banyak dan bisa terpenuhi.

2.9.Jenis Pelayanan Publik

Di dalam Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan

keputusan MENPAN No.63/KEP/MENPAN/7/2003 kegiatan pelayanan umum dan

pelayanan publik memiliki beberapa jenis pelayanan yang di selenggarakan untuk

masyarakat yaitu sebagai berikut :

a)

b)

Pelayanan administrasi yaitu tindakan admnistrasi pemerintah yang di wajibkan
oleh negara yang di atur dalam suatu perundang-undangan dalam rangka
mewujudkan perlindungan keluarga, kehormatan, pribadi, di atur perjanjian
dengan menerima pelayanan harta benda juga sebagai kegiatan yang di lakukan
oleh administrasi dan instansi non pemerintah yang di wajibkan oleh negara.
Pelayanan administrasi adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk
dokumen resmi yang di bentukkan oleh masyarakat, misalnya sertifikat
kompentensi, kepemilikan atau pengasuhan setiap barang kewarganegaraan,
dan lain sebaiknya contoh : pembuatan KTP/Kartu Keluarga, pajak daerah,
retribusi daerah, imigrasi dan IMB.

Pelayanan pembangunan yaitu pelayanan yang merupakan pelayanan
masyarakat yang terkait dengan aktifitasnya sebagai masyarakat yang terkait

dalam suatu penyediaan sarana dan prasarana untuk biasa memberikan suatu
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d)

fasilitas dalam aktifitasnya sebagai warga masyarakat, misalnya penyediaan
jembatan, pelabuhan, penyedian jalan dan lainnya.

Pelayanan utilitasi yaitu merupakan suatu pelayanan dalam penyedian misalnya
transparansi, telepon, air dan listrik.

Pelayanan kemasyarakatan yaitu suatu pelayanan yang bersifat kepentingan
kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Misalanya rumah yatim piatu,
penjara, ketenaga kerjaan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Pelayanan kebutuhan pokok yaitu suatu pelayanan yang menyediakan bahan-
bahan kebutuhan pokok perumahan dan kebutuhan pokok masyarakat.
Mislanya perumahan murah, tekstil, minyak, gula, dan penyedian beras.
Pelayanan barang yaitu suatu pelayanan yang di lakukan penyaluran barang dan
pelayanan pengadaan dapat di katakan mendominasikan seluruh pelayanan

yang akan di sediakan pemerintah kepada masyarakat.

Di dalam pelayanan publik yang memiliki asas yang dapat di lihat dalam undang-

undang No. 25 tahun 2009 dalam ketentuan pasal 4 yaitu : asas kepentingan umum,
ketetapan waktu, fasilitas dan perlakukaan khusus bagi kelompok yang rentan,
akuntabilitas, keterbukaan, persaamaan perlakukaan/tidak diskriminatif, partisipatif, ke
profesinalan, keseimbangan hak dan kewajiban, kesamaan hak dan kepastian hukum.
Berdasarkan uraian di atas bahwa peneliti berpendapat bahwa suatu kewajiaban
pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan untuk bisa di laksanakan sebaik

mungkin, baik dalam hal pelayanan administrasi maupun pelayanan barang jasa.
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Serta adapun beberapa tujuan yang kita ketahui bahwa tujuan pada umum yaitu
bagaimana pemerintah mempersiapkan pelayanan publik yang merupakan sesuatu
yang di butuhkan atau di kehendaki, dan bagaimana menyatakan dengan tetap kepada
publik mengenai pilihannya, cara mengaksesnya yang di rencanakan yang di sediakan
oleh pemerintah. Adapun tujuan dalam pelayanan publik yaitu dapat memberikan suatu
pelayanan yang memenuhi suatu kebutuhan dan memberikan suatu kepuasan kepada
pengguna layanan dalam hal ini masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada
pelanggan. Manfaatnya pelayanan publik yaitu dapat meningkatkan kualitas pemeritah
kepada masyarakat dan dapat mengembakan penyusunan standar pelayanan .
2.10.Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian penjelasan di atas kita ketahui bahwa kerangka pikir dalam
transparansi pelayanan publik yaitu sebuah penjelasan tentang pelayanan pemerintah
kepada pengguna layanan secara transparan, menjadi salah satu tuntutan kepada
penyelenggara pemerintah untuk bisa melaksanakannya dengan sesuai dengan
ketentuan masyarakat. Maka oleh karena itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah
dapat menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada
pengguna pelayanan. Ternyata dalam pelaksanaan pelayanan transparansi pelayanan
publik belum terlaksana dengan baik. pelaksanaan transparansi pelayanan publik
belum sesuai harapan masyarakat. Maka dengan ini peneliti tertarik untuk membahas

indikator-indikator dalam transparansi.
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Adapun konsep berdasarkan transparansi yang telah di bahas di atas maka dapat di

gambarkan kerangka pikir melalui skema sebagai berikut :

Gambar 1.1. Kerangka Pikir

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN BOALEMO
1. KETERBUKAAN
2. PROSEDUR
Y 3. KEMUDAHAN
TRANSPARANSI Dwiyanto agus (2014 :236)

A

(Sumber Data Di Olah Oleh Peneliti)
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1.0byek dan Waktu Penelitian

Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah transparansi pelayanan publik di
badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo, serta adapun waktu yang di butuhkan
yaitu selama dua (2) bulan.
3.2.Jenis Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengunakan jenis penelitian deskritif dengan
pendekatan kualitatif dimana penelitian bersifat deskritif yaitu untuk mengetahui atau
mengambarkan permasalahan berdasarkan kenyataan dari kejadian yang di teliti
berdasarkan fakta yang ada di lapangan, sehingga memudahkan penulis untuk
mendapatkan data yang mendukung penelitian nanti. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif. Kualitatif dapat di artikan yaitu memahami fenomena tentang apa
yang di alami subjek di lapangan. Penelitian ini di lakukan untuk melihat suatu
tindakan, motivasi, presepsi, prilaku dan lainnya secara holistik, dengan secara
deskritif dan bentuk bahasa dan kata-kata. Dengan mengunakan konteks secara khusu
dan secara ilmiah serta memanfaatkan berbagai metode yang di pakai.

Peneliti memilih penelitian secara deskritif kualitatif di karenakan seorang peneliti
akan mendeskripsikan suatu keadaan yang akan di amati di lapangan dengan secara

transparansi, mendalam dan spesifik. Sehingga demikian alasan seorang peneliti akan

23



menggambarkan situasi atau keadaan yang terjadi di lapangan serta yang akan di
kumpulkan berdasarkan tipe yang secara deskritif yaitu untuk melihat sejauh mana
transparansi pelayanan di bagian mutasi di badan kepegawaian daerah kabupaten
boalemo.
3.3.Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini merupakan pemusatan atau konsentrasi terhadap tujuan
penelitian. Fokus penelitian ini berguna dalam menentukan suatu arah dalam proses
penelitian dalam pengumpulan suatu data. Sehingga peneliti fokus dalam memahami
suatu masalah-masalah yang akan di hadapi di lapangan dan bisa mendapatkan suatu
data yang akan di teliti sesuai tujuan yang akan peneliti teliti. Ada beberapa fokus
penelitian yang akan peneliti teliti di dalam pelaksanaan transparansi pelayanan mutasi
terhadap tiga indikator yaitu sebagai berikut :
a) Keterbukaan
Keterbukaan yaitu mengukur tingkat keterbukaan yang meliputi seluruh proses
pelayanan publik, yang termaksud di dalamnya adalah persyaratan, waktu dan
biaya yang di butuhkan serta mekanisme atau prosedur pelayanan yang harus
di penuhi.
b) Prosedur
Prosedur yaitu peraturan pelayanan yang mudah dan dapat di pahami oleh

pengguna dan stakeholder yang lain.
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¢) Kemudahan

Kemudahan yaitu untuk memperoleh informasi dengan menggenai beberapa

aspek penyelenggaraan pelayanan. Contohnya ketika seseorang pengguna

dengan mudah memperoleh informasi mengenai biaya dan waktu yang akan di

perlukan dengan menyesuaikanpelayanan sehingga dapat di nilai memiliki

transparansi yang tinggi.

3.4.Informan Penelitian

Informan adalah sumber yang di gunakan dalam penelitian untuk mendapatkan

informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Informan merupakan salah

satu orang yang memberikan informasi menjadi sumber data dalam suatu penelitian.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian transparansi pelayanan publik yaitu

sebagai berikut :
Tabel 1.1. Informan Penelitian
No. JABATAN JUMLAH

1 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 1
" | Boalemo

) Sekertaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 1
" | Boalemo

3 Kepala Sub Bidang Penyusunan Kepegawaian BKD 1
" | Kabupaten Boalemo

4 Kepala Bidang Kepegawaian BKD Kabupaten 1
" | Boalemo

5 Kepala Bidang Diklat Dan Aparatur BKD Kabupaten 1
" | Boalemo

6 Kepala Sub Bidang Mutasi Badan Kepegawaian 1
" | Daerah Kabupaten Boalemo

7 Kepala Sub Bidang AKD Dan Diklat Jabatan BKD 1

Kabupaten Boalemo
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Masyarakat (ASN/PNS) Kabupaten Boalemo 1

(Sumber data di olah oleh peneliti)

3.5.Sumber Data

Sumber data ini peneliti menggunakan menurut Moleong (157:2010) yaitu suatu

sumber pokok di dalam penelitian kualititatif ialah tindakan dan kata-kata, selebihnya

adalah dokumen dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini seorang peneliti

menggunakan dua jenis data yaitu sebagai berikut :

1.

Data Primer

Data primer yaitu data yang di ambil seorang sumber data yang di lakukan
secara langsung oleh peneliti. Di dalam hal ini bahwa sumber data yang akan
di ambil secara langsung di badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo,
tempat kerja pelatihan kerja yang di tunjuk, dan masyarakat sebagai peserta
program pelatihan kerja. Kemudian hasil data ini di ambil dengan cara
mewawancarai seorang informan yang akan di tujui sesuai pihak-pihak yang
mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan di teliti mengenai
transparansi pelayanan mutasi pegawai di sub bidang mutasi badan
kepegawaian daerah kabupaten boalemo.

Data Sekunder

Data sekunder yaitu suatu data-data yang di dapat dari sumber bacaan dan
sumber lainnya yang berupa dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi

pemerintah. Peneliti akan mengunakan data sekunder ini agar memperkuat
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penemuan dan akan melengkapi informasi yang telah di kumpulkan, dasar

hukum program pelatihan, arsip data base pelatihan kerja, dokumen kegiatan

pelatihan, laporan akhir kegiatan pelatihan, buku-buku administrasi program

pelatihan dan lain sebagainya.
3.6.Teknik Pengumpulan Data

Pada hakikatnya metode peneltian ini yaitu penggabungan antara kerangka pikir
secara deduktif. Untuk menguji hipotesis ini untuk di terima atau di tolak, maka di
perlukan suatu pembukitan kebenarannya dengan sebuah data-data yang ada di
lapangan. Dalam teknik pengumpulan data peneliti mengunakan teknik wawancara
yang berdasarkan suatu permasalahan yang akan di wawancarai. Teknik pengumpulan
data ini bertujuan untuk mendapatkan suatu data. Berdasarkan sumber data yang di
ambil suatu data primer yang di peroleh langsung oleh pengguna layanan memulai
wawancara secara langsung, sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang akan di
peroleh dari badan atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang akan di teliti
oleh peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang secara sekunder dan primer yaitu
sebagai berikut :
1. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan yang akan dilakukan seorang peneliti dan

pencatatan yang secara sistem matis terhadap gejala-gejala langsung. Observasi

ini di lakukan seorang peneliti untuk mengumpulkan data sesuai permasalahan

yang akan di teliti. Objek observasi ini dalam penelitian kualitatif ini terdiri dari

beberapa kompenen seperti tempat, pelaku dan aktivitas. Peneliti melakukan
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observasi ini secara langsung dan mengamati suatu kegiatan oleh tim pelaksana
yaitu dibidang mutasi kepegawaian daerah kabupaten bualemo.

Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan secara lisan antara dua orang
atau bahkan lebih dari sesuai kita inginkan untuk mengumpulkan data secara
langsung untuk mengali suatu informasi yang secara relevan, serta dapat
mengajukan beberapa pertanyaan yang akan di ambil untuk mendapatkan suatu
data yang akan di teliti di badan atau instansi yang terkait dengan secara
terstruktur. Wawancara terstruktur menurut pendapat Moleong (190-191 :2010)
yaitu suatu wawancara yang pewawancaranya sendiri masalah serta
pertanyaan-pertanyaan yang akan di ajukan oleh peneliti, peneliti akan
mengunakan suatu alat mengumpulkan data suatu pedoman wawancara yang
akan di lakukan yang memuat beberapa pokok- pokok yang akan di tanyakan
sebagai pengontrol agar tidak terjadi penyimpangan suatu masalah yanag akan
di teliti.

Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini dapat di dokumentasikan adalah pengambilan
suatu data yang di peroleh dokumen-dokumen yang terkait dengan apa yang
akan peneliti teliti yang di sesuaikan dengan rumusan masalah. Untuk
mengumpulkan data secara primer yaitu dengan cara melakukan pencatatan
atau mereka mengumpulkan dengan cara sekunder yaitu pengambilan foto,

jurnal, agenda kegiatan, surat dan hasil-hasil penelitian. Sugiono (240 :2011)
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berpendapat bahwa dokumen adalah catatan penting yang sudah berlalu. Yang
di maksud dari dokumen yaitu dokumen resmi atau dokumen pribadi yang
berkaitan dengan badan kepegawaian daerah terkhususnya di bidang mutasi
seperti profil badan kepegawaian daerah, dasar hukum, foto-foto kegiatan, data
mutasi angkatan kerja dan lain sebagainya.
3.7.Teknik Analisis Data
Proses teknik analisis data di lakukan di lakukan secara terus menerus yang akan
di lakukan dalam penelitan kualitatif sepanjang penelitian yang akan di lakukan di
lapangan yaitu melakukan wawancara serta melakukan pengamatan yang sudah di
tuliskan dalam catatan di lapangan, dokumen lain sebagainya sampai dengan penarikan
kesimpulan. Serta analisa data merupakan suatu yang mengerutkan data kedalam pola,
kategori dan proses mengorganisasikan dan satuan uraian dasar sehingga di temukan
tema dan dapat di rumuskan hipotesis. Dalam menganalisa data penelitian tentang
transparansi pelayanan mutasi pegawai di sub bidang mutasi badan kepegawaian
daerah kabupaten boalemo secara kualitatif sebaiknya di lakukan pada saat
pengumpulan data sedang berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dan
waktu tertentu.
Langkah-langkah dalam menganalisa data setelah di lakukan pengumpulan data
oleh penulis yaitu sebagai berikut :
1. Pengumpulan Data
Di dalam proses pengumpulan data di lakukan sebelum melakukan penelitian,

saat melakukan penelitian dan sesudah melakukan pengumpulan data.
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Sebaiknya seorang peneliti sudah berfikir sebelum melakukan analisis ketika

akan melakukan penelitian kualitatif baru di mulai.

. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data dapat di artikan sebagai proses pemilihan, pengabstarakan,
transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
Reduksi data ini merupakan suatu proses penggabungan dan suatu
penyeragaman dalam suatu bentuk data yang di peroleh yang akan di analisis.
Sehingga dari hasil suatu wawancara, hasil observasi, hasil dokumentasi akan
di ubah menjadi tulisan sesuai dengan isi format masing-masing sehingga
kesimpulan yang final dapat di tarik dan di verifikasi.

. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat di lakukan dalam bentuk
uraian yang singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchat dan sejenisnya.
Akan tetapi yang sering dapat untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif
adalah dengan teks yang bersifat naratif. Setelah data reduksi, maka kita dapat
melakukan langkah selanjutnya yaitu mendisplay data yang ada. Maka kita
dapat memudahkan untuk bisa memahami apa yang terjadi, merencakan kerja
selanjutnya yang berdasarkan apa yang telah di pahami.

. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan/Verifikasi menurut Huberman dan Miles (di kutip
sugiono, 2012) yaitu merupakan langkah yang terakhir analisis kualitatif di

lakukan dalam kesimpulan dan verifikasi. Penelitian yang berkompeten akan
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menanggani suatu kesimpulan-kesimpulan itu dengan luas, tetap terbuka dan
skeptis, tetapi sebuah kesimpulan sudah di sediakan, sebelumnya belum jelas
kemudian akan menjadi jelas serta merinci dengan secara kokoh. Sesuatu
kesimpulan yang final, mungkin tidak akan muncul sampai pengumpulan data
berakhir, data tergantung pada besarnya sesuatu kumpulan-kumpulan catatan-
catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanannya dan metode pencarian

ulang yang akan di lakukan.
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BAB 1V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1.Gambar Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo.
Kabupaten boalemo adalah salah satu dari lima (5) yang terdapat di provinsi
gorontalo. Secara geografis, kabupaten boalemo terletak antara 0°23°55”-00°55°38”
Lintang Utara dan 122°01°127-122°39’17” Bujur Timur.

Kondisi geografis kabupaten boalemo terdiri dari daerah pegunungan, pesisir
pantai, pertanian, dengan luas wilayah daratan 2.362.58 Km? atau 18,75% dari luas
wilayah provinsi, dimana sebagian besar wilayahnya berbatasan dengan laut,
sehingga kabupaten ini berpotensi sumber daya pesisir yang sangat kaya yang di
tandai dengan keanekaragaman hayati yang tinggi pada pantainya. Panjang garis
pantai wilayah daratan dan kepulauan kabupaten ini adalah kurang lebih 409,195 km
pantai selatan yang berhadapan dengan teluk tomini. Adapun batas-batas wilayah
kabupaten boalemo yaitu sebagai berikut :

e Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten gorontalo utara.

e Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten gorontalo.

e Sebelah selatan berbatasan dengan teluk tomini.

e Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten pohuwato.

Jarak antara kabupaten boalemo dengan ibu kota provinsi Gorontalo 105 km,

sementara jarak yang terjauh dari kecamatan ke ibu kota kabupaten boalemo adalah
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kurang lebih 60 km yaitu terletak di kecamatan paguyaman pantai. Kemajemukan
sumber pencarian penduduk menjadi variabel sangat penting dalam pengembangan
aparatur daerah. Dimana kondisi daerah sangat relatif besar mendorong suatu volume
para pencari kerja sangat begitu tinggi, sehingga jumlah aparatur daerah perlu di
tambahkan lagi bukan sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja guna memberikan
pelayanan terbaik kepada masyarakat. Adapun kedudukan badan kepegawaian daerah,
pendidikan dan pelatihan kabupaten boalemo berada di kecamatan tilamuta tempatnya
di jalan Rasdjit P. Musa No. 02 desa hungayonaa kecamatan tilamuta kabupaten
boalemo dengan spesifikasi geografis sebagai berikut :

e Sebelah utara berbatasan dengan jalan trans sulawesi.

e Sebelah timur berbatasan dengan pemukiman masyarakat.

e Sebelah barat berbatasan dengan pemukiman masyarakat.

e Sebelah selatan berbatasan dengan pemukiman msyarakat.

Badan kepegawaian daerah, pendidikan susunan organisasi dan tata kerja badan
kepegawaian daerah, pendidikan dan penelitian kabupaten boalemo merupakan satu
instansi atau satu perangkat daerah di bidang kepegawaian dan pimpinan oleh kepada
badan dan sepenuhnya berada dan bertanggung jawab kepada bupati dengan
memperhatikan petunjuk kebijaksanaan yang bersifat secara teknis baik pusat maupun
provinsi dan daerah sebagai wadah pelaksaan fungsi administrasi pegawai, maka
susunan organisasi dan tata kelola badan kepegawaian daerah, pendidikan dan

pelatihan kabupaten boalemo di bentuk berdasarkan peraturan daerah No. 5 tahun 2018
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dan di jabarkan melalui peraturan bupati 53 tahun 2019 tentang susunan organisasi,
kedudukan, fungsi dan tata kerja perangkat daerah badan kepegawaian daerah,
pendidikan dan pelatihan dan tugas.
Berikut ini adalah susunan organisasi dan tata kerja badan kepegawaian daerah,
pendidikan dan pelatihan dan pelatihan kabupaten boalemo :
1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
2. Sekertaris Badan Kepegawaian daerah
a. Sub Bagian Umum Dan Keuangan
b. Sub Bagian Penyusunan Dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Kepegawaian
a. Sub Bidang Mutasi
b. Sub Bidang Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai
c. Sub Bidang INKA Dan Penggelolaan Data
4. Kepala Bidang Diklat
a. Sub Bidang dan Pengembangan Karir dan Standarisasi
b. Sub Bidang AKD Dan Diklat Jabatan
c. Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pegawai
5. Kelompok jabatan fungsional
Di dalam salah satu sarana untuk mewujudkan salah satu pencapaian terhadap
sasaran pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian daerah, pendidikan
dan pelatihan kabupaten boalemo di formulasikan/di desain berdasarkan

kewenangan yang di miliki oleh pemerintah daerah, baik itu wajib maupun
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kewenangan pilihan yang merupakan penunjang peningkatan pelayanan publik
dan struktur organisasi badan kepegawaian daerah.
4.1.1. Sejarah Singkat Badan Kepegawaian Daerah

Sebagaimana undang-undang Nomor 50 tahun 1999, kabupaten boalemo sudah
berdiri 15 tahun (sampai dengan sekarang). Sebuah kabupaten terbaru yang terbentuk
menuntut kesiapan terutama kesediaan apartur sebagai pelaksana juga pengerak
berbagai kegiatan dalam rangka upaya menata/membangun berbagai aspek
konsekuensi terbentuknya sebuah daerah. Hal yang sangat mendasar untuk dapat di
sesuaikan yaitu penyusunan dan struktur organisasi tata laksana serta pengisian jabatan
sebagai akibat struktur yang ada. Untuk memenuhi ketersediaan apatur menuntut
terbentuknya struktur organisasi yang di harapkan dapat menata/pengendali
berjalannya sistem mekanisme sebuah pemerintahan di kabupaten boalemo.

Khusus badan kepegawaian telah mengalami 4 (empat kali ) perubahan struktur
organisasinya tahun 2001 yang telah lahirnya perda Nomor 4 tahun 2001 tanggal 19
maret 2001 dimana strukturnya merupakan dari bagian struktur sekertaris daerah, hal
ini berlangsung sampai dengan tahun 2002. Bahwa di dasari saat itu bahwa bagian
kepegawaian memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka
membangun aparatur, sehingga di rasa perlu untuk di sesuaikan dalam kondisi
berdasarkan tuntutan yang maksimal di dalam upaya peningkatan pelayanan
kepegawaian. Sejalan dengan itulah bagian kepegawaian di rubah menjadi badan
kepegawian daerah yang di dasarkan pada perda Nomor 4 tahun 2002 tanggal 5 april

2002, dimana dalam struktur masih terpisah dengan pendidikan pelatihan (DIKLAT),
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kemudian dapat di dasari bahwa Diklat dalam tata kerjanya hanyalah mengelola
kegiatan kerja ke diklatan yang kerja sistemnya temporer, kegiatan ini saling terkait
serta berhubungan dengan badan kepegawaian, oleh sebab itu perlu adanya
perampingan suatu struktur. Dengan adanya perampingan yang dapat di maksud yaitu
penggabungan antara badan kepegawaian dan diklat berdasarkan perda Nomor 14
tahun 2005 tanggal 15 maret tahun 2005.

Dalam menindak lanjuti aturan pemerintah Nomor 41 tahun 2007 pengganti
peraturan Nomor 8 tahun 2005 tentang organisasi di dalam perangkat daerah, BKD-
DIKLAT menyesuaikan struktur organisasinya yakni pada tataran eselon II bahwa
kepala bidang Eselon Ill.a di rubah menjadi Eselon IIL.b sesuai dengan Perda Nomor 7
tahun 2008 dan Perbup Nomor 49 tahun 2009 tentang struktur organisasi dan tata kerja
badan kepegawaian daerah dan pendidikan pelatihan sampai sekarang. Sehingga dapat
di uraiakan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2.

Sejarah Pembentukan BKD-DIKLAT Kabupaten Boalemo

k isasi Dan T
No. Dasar Hukum Struktur Organl.sa51 an Tata Ket.
Kerja
1. | Perda No. 4 Tahun 2001 | Bagian kepegawaian sekertaris daerah
2. | Perda No. 4 Tahun 2002 | Badan kepegawaian daerah
3. | Perda No. 14 Tahun 2005 | Badan kepegawaian daerah dan diklat
4 | PerdaNo. 7 Tahun 2008 Badan kepegawaian daerah S/D Sekarang

(Sumber Data BKD 2019)
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Badan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan berawal dari kebijakan
badan kepegwaian daerah, salah satunya yaitu gedung pembangunan kepegawaian
daerah, pendidikan dan pelatihan yang representatif yang sangat di dukung oleh sarana
dan prasarana serta sumber daya manusia yang profesional gunanya untuk menunjang
kualitas pelayanan kepada aparatur/pegawai.

Sejak menjadi bagian kepegawaian sekertaris daerah kabupaten boalemo tahun
2001 masih bertempat di kantor bersama sekertariat daerah kabupaten boalemo. Dan
setelah adanya Perda No. Tahun 2002 tanggal 5 april 2002, maka pada kepegawaian
daerah memiliki sarana dan prasarana gedung, hal ini di letakan batu pertama oleh
bupati boalemo bersama unsur muspida kabupaten boalemo. Selanjunya badan
kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan terus mengalami pengembangan sarana
dan prasarana, sumber daya manusia dan fisik.

Pada tahun 2008 gedung pendidikan dan pelatihan (Diklat), gedung kepegawaian
daerah terpisah menjadi 2 (dua) lokasi yaitu lokasi pertama gedung diklat tetap
bertempat di desa tutulo kecamatan botumoito yang bertujuan kegiatan diklat
struktural, diklat prajabatan dan lain sebagainya. Serta lokasi kedua yaitu di badan
kepegawaian daerah (gedung manajemen) bertempat di desa hungayonaa kecamatan
tilamuta kabupaten boalemo, yang bertujuan untuk mendekatkan jangkauan
lokasi/jarak dengan pusat pemerintahan kabupaten boalemo menjadi terjangkau/dekat,
selain itu juga dapat memberikan pelayanan prima kepada pegawai di lingkungan
pemerintah daerah serta masyarakat dan pemerintah pusat pemerintah kabupaten

boalemo.
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Adapun sejarah kepemimpinan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan
Pelatihan Kabupaten Boalemo sampai dengan saat ini mengalami beberapa pergantian
kepemimpinan yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.3.

Sejarah Pergantian Kepemimpinan Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatiha

Kabupaten Boalemo
No. Nama Jabatan Periode
Kepala Bagian
1. Kepegawaian Sekertaris 2000 S/D
Yunus K. Alam, BA Daerah Kabupaten Oktober 2001
Boalemo
Kepala bagian November
2. Suleman Lakoro, SH kepegawaian sekertaris 2001 S/D Juli
daerah kabupaten boalemo 2002
Kepala Badan Agustus 2002
3. Rukhiati Dai Biki Kepegawaian Daerah S/D Desember
Kabupaten Boalemo 2004
Kepala Badan Januari 2005
4. Rukhiati Dai Biki Kepegawaian, Diklat S/D September
Kabupaten Boalemo 2007
Kepala Badan
5 | Drs. Sukarni Hurudji Potutu, | Kepegawaian Daerah Dan g/lgoc?er i?]:? 7r
SPd, MM Diklat Kabupaten esembe
2009
Boalemo
kepe i:f;?nlzzi?:h dan Januari 2010
6. Drs.Hi Ishak Noho pee S/D Desember
Diklat Kabupaten
2010
Boalemo
Kepala Badan
7. . Kepegawaian Daerah Dan | Januari 2011
Drs. Hi. Musafir Bempa, MM Diklat Kabupaten S/D Mei 2012
Boalemo
Kepala Badan
8. . Kepegawaian Daerah Dan | Juni 2012 S/D
Drs. Hi. Suharto Pagau Diklat Kabupaten Desember 2016
Boalemo
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Kepala Badan

. Kepegawaian Daerah Dan Januari 2016
9. | Drs. Hi. Musafir Bempa, MM pee S/D Desember
Diklat Kabupaten
2017
Boalemo
Kepala Badan
. Kepegawaian Daerah Dan | Januari 2017
10-' Drs. Hi. Suharto Pagau  Diklat Kabupaten S/D 2018
Boalemo
Kepala Badan
Drs. Sukarni Hurudji Potutu, | Kepegawaian Daerah Dan
- SPd, MM Diklat Kabupaten 2018 $/D 2019
Boalemo
Kepala Badan
. | Kepegawaian Daerah Dan 2019 S/D
> Agusparman Nahu, S.IP, Msi lsgiklat Kabupaten Sekarang
Boalemo

(Sumber Data di Kantor BKD )

4.1.1.1. Visi Dan Misi

Adapun visi dan misi badan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan

kabupaten boalemo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJMD) Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 yaitu sebagai sebagai berikut :

1.

Visi

= Kabupaten Yang Damai, Cerdas, Sejahtera Dalam Suasana Yang

Religus Tahun 2022.

2. Misi

* Mewujudkan Kabupaten Boalemo Yang Damai.
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4.1.1.2. Periode Kepemimpinan
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo
adalah suatu instansi yang melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan visi dan
misi. Adapun beberapa pemimpin yang menjabat sesuai periode kepempinan yaitu
sebagai berikut :
Tabel 1.4.

Periode Kepemimpinan

No. Nama Pejabat Periode

1. Rukhiati Dai Biki 2002 S/D 2004
2. Rukhiati Dai Biki 2005 S/D 2007
3. Drs. Sukarni Hurudji Potutu, S.Pd, MM 2007 S/D 2009
4. Drs. Hi. Ishak Noho 2009 S/D 2010
5. Drs. Hi. Musafir Bempah, MM 2011 S/D 2012
6. Drs. Hi. Suharto Pagau 2012 S/D 2016
7. Drs. Hi. Musafir Bempa, MM 2016 S/D 2017
8. Drs. Hi. Suharto Pagau 2017 S/D 2018
9. Drs. Sukarni Hurudji Potutu, S.Pd, MM 2018 S/D 2019
10 Agusparman Nahu, S.Ip, M.Si 2019 S/D Sekarang

.(Sumber Data Kantor BKD 2019)
4.1.1.3. Keadaan Pegawai

Dalam menjalankan tugas dan pokok sebagai pelayanan administrasi pegawai
daerah, badan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan kabupaten boalemo di
dukung oleh sumber daya manusia sebagai pengerak organisasi yang dapat di uraikan

dengan keadaan pegawai sebagaimana yang terdapat dalam tabel sebagai berikut :
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Tabel 1.5.

Keadaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bolaemo

No. Nama Jabatan Eselonering | Jumlah Ketflrglll;gan
1. Kepala Badan ILb 1 1
2. Sekertaris IIl.a 1 1
3. Kepala Bidang IIL.b 2 2
4. Kepala Sb Bidang IV.a 6 6
5. Kepala Sub Bagian IV.a 2 2
12 12

(Sumber Data Kantor BKD 2019)

Kita ketahui bahwa jumlah pegawai pada badan kepegawaian daerah, pendidikan
dan pelatithan 31 desember 2019 sebanyak 31 orang ASN, 1 (satu) orang tenaga
kontrak, dengan berbagai latar pendidikan, sehingga dari aspek kualitas dapat
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BKD-DIKLAT kabupaten boalemo dapat di
lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.6.

Keadaan Pegawai
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo Menurut

Tingkat Pendidikan 2019

Status Pegawai
No. Tingkat Pendidikan Jumlah
PNS | CPNS | (Orang)
(Orang | (Orang)
1. | S2 Magister Sains 1 - 1
2. | S1 llmu Pemerintahan 1 - 1
3. | S1 Ilmu Manajemen 2 - 2
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4. | S1 Ekonomi 2 2
5. | S1 Ekonomi Akuntasi 1 1
6. | S1 Ilmu Adminitrasi Negara 6 6
7. | S1 Administrasi Publik 4 4
8. | D.IV Pengembagan Pemberdayaan 1 1
9. | D-IIIl Manajemen 1 1
10. | D-III Manajemen Informatika 1 1
11. | D-II Peternakan 1 1
12. | D -III Manajemen 1 1
13. | D-IV Politik Pemerintahan 2 2
" D-IV Pembangunan Dan Pemberdayaan | .
Masyarakat
15. | SMA/SMU/SMEA/SMK/MA/PAKET C 4 4
16. | SMP/SLTP/PAKET B 2 2
Jumlah 31 31

(Sumber Data Kantor BKD 2019)

Keadaan pegawai badan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan kabupaten

boalemo menurut pangkat dan golongan/ruangan dapat di lihat pada tabel sebagai

berikut :
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Tabel 1.7.

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Boalemo

Menurut Pangkat dan Golongan/Ruangan Tahun 2019

Klasifikasi
No.
Pangkat Golongan | Ruangan | Jumlah
1. | Pembina Utama Muda v C -
2. | Pembina Tingkat I v B -
3. | Pembina v A 2
4. | Penata Tingkat I I D 3
5. | Penata I C 5
6. | Penata Tingkat Muda I 11 B ]
7. | Penata Muda 11 A 8
8. | Pengatur Tingkat I II D 0
9. | Pengatur II C 1
10. | Pengatur Muda Tingkat I II B 1
11. | Pengatur Muda II A 1
12. | Juru Tingkat I I D 2
13. | Juru I C -
14. | Juru Muda Tingkat I I B -
15. | Juru Muda I A -
Jumlah 31

(Sumber Data Kantor BKD 2019)
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo

memiliki (3) tiga gedung yaitu Gedung Utama/Kantor (Induk) Dan Gedung Diklat

(Kampus Diklat) Untuk Pelaksanaan Diklat Prajabatan, Diklat Struktural, Diklat
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Teknis, Dan Funsional serta Diklat lainnya serta gedung LAB Komputer untuk

pelaksanaan seleksi CPNS. Penyedian fasilitas pendukung untuk masing-masing

gedung menjadi perhatian penuh pihak manajemen, dalam setiap tahun anggaran

senantiasa di lakukan peneyempurnaan sarana prasarana dan peningkatan pelayanan

administrasi kepegawaian dan aparatur.

Pertimbangan penambahan

sarana prasarana dengan mempertimbangkan

indikator-indikator transparansi pelayanan dan di sesuaikan dengan ketersedian

anaggaran pemerintah daerah. Fasilitas yang di miliki oleh gedung Diklat yang terletak

di Desa Tutulo Kecamatan Botumoito adalah sebagai berikut :

Asrama

Ruangan Asrama
Aula

Ruangan Administrasi
Ruangan Teori
Rumah Dinas

Mesjid

Dapur Umum

Pos Penjagaan

: 10 Ruanagan

: 8 Tempat Tidur
: 1 Unit

: 1 Unit

: 3 Ruangan

: 2 Unit

: 1 Unit

: 1 Unit

: 1 Unit

Berdasarkan uraian penjelasan di atas bahwa badan kepegawaian daerah,

pendidikan dan pelatihan kabupaten boalemo maupun bukan unit kerja yang secara

teknis mengolah penerimaan daerah, namun menjalankan tugas dan fungsinya tetap

memiliki prinsip yang mengutamakan hasil yang akan di capai dari pada masukan.
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4.1.1.4. Tupoksi Sub Bidang Mutasi Di BKD

Adapun beberapa Tupoksi Sub Bidang Mutasi sebagai berikut :

1. Nama Jabatan

2. Kode Jabatan

3. Unit Kerja
Eselon II
Eselon III
Eselon IV

Kepala Sub Bidang Mutasi

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

Bidang Kepegawaian

4. Kedudukan Dalam Struktur Organisasi :

Gambar 1.2.
Kedudukan Dalam Struktur Organisasi Kepala Sub Bidang Mutasi
KEPALA BADAN
\4
KEPALA BIDANG
KEPEGAWAIAN
\ 4
KEPALA SUB KEPALA SUB BIDANG KEPALA SUB
BIDANG PENGGAJIANDAN BIDANG INKA DAN
MUTASI KESEJEAHTERAAN PEGAWALI PEGOLAHAN DATA

(Sumber Data : BKD Kabupaten Boalemo)

Di dalam merencanakan sub bidang mutasi, membagi tugas kepada bawahan,

membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, melaksanakan proses administrasi

mutasi dan pemberhentian, penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil, kenaikan

pangkat, memfasilitasi proses mutasi PNS dan PPPK, melaksanakan proses
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pengangkatan, pemberhentian dan pembebasan dalam jabatan struktural dan
fungsional, menyiapkan konsep surat peninjauan masa kerja, melaksanakan proses
penetapan NIP CPNS dan peningkatan status CPNS menjadi PNS, mengevaluasi suatu
pelaksanaan tugas di sub bidang mutasi berdasarkan dalam prosedur dan peraturan
perundang-undangan yang dapat berlaku untuk menciptakan suatu pelayanan di dalam
administrasi kepegawaian yang cepat, akurat dan tepat.

Adapun tugas dan fungsi dalam sub bidang mutasi badan kepegawaian daerah

kabupaten boalemo yaitu sebagai berikut :

1. Merencakan kegiatan sub bidang mutasi berdasarkan kebutuhan untuk menjadi
dasar atasan dalam menyusun program/kegiatan bidang, dengan beberapa
tahapan yaitu untuk mempelajari suatu program di dalam kegiatan tahun lalu
menjadi dasar dalam merencanakan kegiatan, menyusun suatu konsep rencana
kebutuhan kegiatan sub bidang mutasi, mengkonsultasikan konsep rencana
kebutuhan sub bidang mutasi dengan atasan untuk mendapatkan
pengarahan/petunjuk, menyusun suatu proses dalam rencana kegiatan di dalam
sub bidang mutasi keatasan mendapatkan pengarahan/petunjuk, untuk
menyusun suatu rencana kegiatan sub bidang mutasi, dan menyerahkan suatu
konsep rencana kegiatan sub bidang mutasi keatasan untuk menyusun
program/kegiatan bidang.

2. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi untuk
kelancaran pelaksanaan tugas, dengan tahapan yaitu : dapat mempelajari tugas

pokok dan fungsinya, menjabarkana kegiatan rencana kepada bawahan,
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menentukan standar penyelesaian pelaksanaan tugas, mengklasifikasikan
kegiatan-kegiatan berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab, dan
mendelegasikan suatu kewenangan pelaksanaan tugas kepada bawahan.
Membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas berdasarkan pembagian tugas
untuk pencapaian kinerja kegiatan, dengan beberapa tahap yaitu : menentukan
suatu target pelaksnaan di dalam tugas bawahaan, dapat mengdiskusikan
hambatan dalam pelaksanaan suatu tugas bawahaan, dapat mengidentifikasi
hambatan dalam pelaksanaan suatu tugas bawahaan, dapat memberikan
langkah-langkah perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan membimbing
bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai kinerja kegiataan.
Melaksanakan proses administrasi mutasi dan pemberhentian pegawai
berdasarkan prosedur tertibnya administrasi kepegawaian, dengan beberapa
tahapan yaitu dapat mempelajari hasil telah mutasi dan pemberhentian pegawai,
mengidentifikasi suatu admnistrasi mutasi dan pemberhentian pegawai,
mengklasifikasi jenis admnistrasi mutasi dan pemberhentian pegawai, mereviu
administrasi di dalam mutasi dan pemberhentian pegawai, serta dapat
melaporkan/mengkonsultasikan dengan atasan berdasarkan pelaksanaan proses
administrasi mutasi dan pemberhentian, dan dapat menyerahkan admnistrasi
mutasi dan pemberhentian kepada pengelola kepegawaian untuk proses
penerbitan SK mutasi dan pemberhentian.

. Melaksanakan proses admnistrasi kenaikan pangkat berdasarkan prosedur dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pengelolaan

47



admnistrasi kenaikan pangkat, dengan beberapa tahapan yaitu menerima daftar
nominatif pegawai yang akan naik pangkat, mengidentifikasi administrasi
kenaikan pangkat, dengan mereviu admnistrasi kenaikan pangkat, dapat
melaporkan/mengkonsultasikan dengan atasan atas pelaksanaan proses
admninistrasi kenaikan pangkat, dan menyerahkan suatu admnistrasi dalam
kenaikan pangkat kepada pengelola kepegawaian untuk suatu pengelolaan
admnistarasi kenaikan pangkat.

Melaksanakan proses administrasi penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil
di lingkungan pemerintahan kabupaten boalemo berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku menjadi suatu tolak ukur terhadap suatu
tingkat dalam pencapaian sasaran kerja pegawai negeri sipil, dengan beberapa
tahap yaitu : dapat mempelajari aturan dalam suatu pedoman penyusunan dalam
penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil, dapat memberikan suatu
penjelasan dan saran terkait suatu penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil,
dapat mengkonsultasikan serta melaporkan hasil penilaian prestasi kerja
pegawai aparatur sipil negara kepada atasannya.

Dapat melaksanakan dan memfasilitasi suatu proses PNS dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undnagan yang berlaku untuk terpenuhinya suatu kebutuhan
formasi, dengan beberapa tahapan yaitu dapat menginventarisir suatu jenis data
yang akan di butuhkan untuk mutasi secara internal dan eksternal PNS/PPPK,

dapat meneliti usulan mutasi internal dan eksternal PNS/PPPK, dapat
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menyiapkan suatu surat di dalam persetujuan dan penolakan di dalam suatu
perpindahan suatu pegawai, dapat menyiapkan suatu surat keputusan dan SPT
mutasi internal maupun eksternal PNS/PPPK, dan dapat melaksanakan serta
memfasilitasi proses mutasi PNS/PPPK.

. Melaksanakan proses pengangkatan pemberhentian dan pembebasan dalam
jabatan struktural dan fungsional berdasarkan ketentuan dan perundang-
undangan yang berlaku untuk terpenuhinya kebutuhan jabatan, dengan
beberapa ketentuan yaitu menerima suatu data pegawai untuk memproses
pengangkatan, pemberhentian dan pembebasan dalam jabatan dan struktural
dan fungsional sebagai bahan pertimbangan baperjakat, dan konsultasi dengan
OPD terkait dengan usulan pegawai, menyiapkan SK pengangkatan,
pemberhentian dan pembebasan dalam jabatan struktural dan fungsional, dan
melaksanakan proses pengangkatan serta pemberhentian dan pembebasan
dalam jabatan struktural dan fungsional.

. Menyiapkan konsep surat peninjauan masa kerja berdasarkan ketentuan dan
perundang-undangan yang berlaku untuk menjadi dasar penambahan masa
kerja pegawai, dengan beberapa tahapan yaitu : menerima peninjauan masa
kerja, memberikan berkas peninjauan masa kerja kepada bawahan untuk di
proses lebih lanjut lagi, mengkoreksi suatu nota pertimbangan usulan
peninjauan masa kerja dan dapat menyiapkan konsep surat peninjauan masa

kerja.
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10. Melaksanakan proses penetapan NIP CPNS dan peningkatan status CPNS

11

menjadi PNS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
terpenuhinya kebutuhan formasi, dengan beberapa tahapan yaitu : dapat
menerima laporan pelaksanaan kegiatan bawahan, dapat mempelajari laporan
pelaksanaan suatu kegiatan bawahan, dapat mengontrol dan mengevaluasi di
dalam pelaksanaan tugas bawahan dan dapat membuat laporan hasil evaluasi

untuk perbaikan kinerja bawahaan.

. Melaporkan pelaksanaan tugas sub bidang mutasi kepada atasan sesuai dengan

prosedur untuk pertanggung jawaban terhadap hasil kerja, dengan beberapa
tahapan yaitu : dapat membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas, dapat
mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan, dapat membuat suatu
laporan hasil pelaksanaan tugas dan dapat memberikan laporan hasil

pelaksanaan tugas kepada atasan untuk bisa di evaluasi.
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4.1.1.5. Struktur Organisasi

Gambar 1.3.

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Boalemo

Kepala Badan

AGUSPARMAN NAHU S.IP,. M.SI

Jabatan Fungsional

\ 4
A

Sekertaris
IRMA DAI SE

\ 4

\4

A 4

Sub Bagian Umum

Dan Keuangan
FATMAWATI ALAMRI, SE

Sub Bidang Penyusunan
Program Dan Kepegawaian
TRIANA ULITOTO, A.Md

\ 4

A\ 4

Kepala Bidang Kepegawaian

LAILA NIHE, SE

Kabid Diklat Dan Aparatur

\ 4

MARNI DJAFAR NIHE, SE

A 4

Kasubid Mutasi

KASMIATI RUSTAM, S.AP

\ 4

Kasubid Pengembangan Karir
dan Standarisasi

ASTIN ISMAIL, S.AP

Kasubid Pengajian dana
Kesejahteraan Pegawai

A

Kasubid AKD dan Diklat Jabatan

MITRA H. LANGGILI, S.AP

DEWIYANTI. SE

v

v

Kasubid INKA dan
Kesejahteraan Pegawai

Kasubid Pembinaan dan
Pengendalian Pegawai

HALIM S. ABDUL, S.Kom

ASTRIAYANI RUSTAM, S.AP

(Sumber Data :BKD )
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4.2. Hasil Penelitian

Hal yang sangat mendasar dan mendesak yaitu dalam penyusunan struktur dan
organisasi dalam tata laksana, dana pengisihan jabatan untuk bisa memenuhi
ketersediaan aparatur untuk terbentuknya suatu struktur organisasi yang di harapkan
dapat menata kembali sumber daya manusia sebagai pelaku serta pelaksana dan
pengendali berjalannya sistem serta mekanisme serta pemerintah maka di butuhkan
suatu transparansi pelayanan di dalam sub bidang mutasi agar meningkatkan kualitas
pegawai sehingga di butuhkan suatu penyusunan rencana mutasi yang transparansi
kepada masyarakat dalam hal ini yaitu Aparatur Sipil Negara. Adapun beberapa hasil
wawancara yang di lakukan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boalemo dari
beberapa Informan yaitu sebagai berikut :

1. Mengukur tingkat keterbukaan yang meliputi seluruh proses pelayanan
publikyang termaksud di dalamnya adalah persyaratan, biaya, dan waktu
yang di butuhkan serta mekanisme atau prosedur pelayanan yang harus
di penuhi.

Adapun pertanyaan pertama yang di ajukan kepada informan ketika di tanya
bagaimana cara penyampaian informasi mutasi kepada ASN Kabupaten Boalemo,
kepala badan kepegawaian daerah yang merupakan informan peneliti yang pertama
memberikan tanggapannya pada tanggal 18 februari tahun 2020 sebagai berikut :
(Agusparman Nahu S.IP., M.SI).

“sebagai lembaga pelayanan masyarakat maka penyampaian informasi mutasi
kepada ASN melalui surat undangan dan pemberitahuan.
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Hal yang sama juga di sampaikan salah satu informan penelitian lainnya oleh
Kasubid Mutasi pada tanggal 18 februari tahun 2020 yaitu : (Kasmiati Rustam, S.AP).

“Pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini Aparatur Sipil Negara Di
Kabupaten Boalemo merupakan suatu tugas pokok dan fungsi sebagai
pelaksana di Badan Kepegawaian Daerah, sebagaimana di lakukan dengan cara
penyampaian mutasi kepada ASN di kabupaten boalemo yang pertama mutasi
jabatan melalui undnagan pelatihan, yang kedua mutasi unor pemberian SPT
(surat perintah tugas).

Hal yang senada di smapaikan oleh salah satu informasi penelitian lainnya oleh
sekertaris Badan Kepegawian Daerah Kabupaten Boalemo pada tanggal 18 februari
tahun 2020 yaitu : (Irma Dai, SE).

“untuk menyampaikan informasi mutasi kepada Aparatur Sipil Negara sudah
di lakukan dengan beberapa persyaratan yang telah di sampaikan kepada ASN
yang bersangkutan, kami memberitahukan apa saja yang akan di butuhkan di
dalam pengurusan mutasi lewat sub bidang mutasi di badan kepegawaian
daerah, kami sudah melaksanakan tugas dan wewenang apartur sipil negara
dengan aturan yang ada.

Adapun pertanyaan pertanyaan yang kedua di ajukan kepada beberapa informan
salah satu kepala bidang kepegawaian yaitu bagaimana sarana penunjang dalam
pengambilan informasi kepada ASN Di Kabupaten Boalemo pada tanggal 18 februari
2020 yaitu sebagai berikut : (Laila Nihe, SE).

“Sejauh ini kami sebagai pelaksana pelaksana apartur sipil negara sudah
melaksanakan semaksimal mungkin mungkin sarana penunjang dalam

penyampaian informasi mutasi kepada aparatur sipil negara (ASN) yaitu
dengan melalui media sosial (WA).

Hal yang sama di sampaikan salah satu informan penelitian lainnya oleh Kasubid
Penyusunan Program dan Pegawai BKD Kabupaten Boalemo pada tanggal 18 februari

tahun 2020 yaitu : (Triana Ulitoto, A.Md).
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“Salah satu sarana penunjang di dalam menyampaikan suatu informasi mutasi
kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) kabupaten boalemo yang saat ini di
lakukan yaitu lewat media massa.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, sangat terlihat bahwa Aparatur Sipil Negara
di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boalemo sangat terbuka dalam pemberian
informasi pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam hal ini (ASN)
di sub bidang mutasi.

2. Prosedur dan peraturan pelayanaan yang mudah dan dapat di pahami

oleh dan stakeholder yang lain.

Adapun pertanyaan di ajukan kepada informan penelitian salah satunya kasubid
mutasi ketika ketika di tanya bagaimana proses pengajuan mutasi bagi ASN di BKD
Kabupaten Boalemo pada tanggal 27 februari tahun 2020 sebagai berikut : (Kasmiati
Rustam, S.AP).

“Proses pengajuan mutasi bagi aparatur sipil negara (ASN) di badan
kepegawaian daerah berupa suatu usulan tim penilaian kerja yang di dahului
dengan penyusunan Anjab ABK berdasarkan kebutuhan.

Adapun pertanyaan yang sama kepada informan peneliti salah satunya kepada
badan kepegawaian daerah ketika di tanya bagaimana proses pengajuan mutasi bagi
aparatur sipil negara kabupaten boalemo pada tanggal 27 februari tahun 2020 sebagai
berikut : (Agusparman Nahu, S.IP., M.SI).

“Proses pengajuan mutasi berupa suatu surat usulan mutasi yang di tujukan

kepada tim penilaian kinerja.
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Adapun pertanyaan selanjutnya yang di ajukan kepada salah satu informan peneliti
salah satu yang pernah di mutasi oleh badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo
ketika di tanya bagaimana menurut bapak di dalam proses pelayanan mutasi sudah
sesuai berdasarkan prosedur dan peraturan di dalam sub bidang mutasi di badan
kepegawaian daerah kepada ASN di kabupaten boalemo pada tanggal 27 februari 2020
sebagai berikut : (HGI).

“Menurut hemat saya bahwa terkadang ada yang sesuai prosedur dan tidak
sedikit pula yang tidak sesuai prosedur, sebab ada yang di mutasi hanya karena
persoalan like dan dislike oleh pimpinan dan tidak berdasarkan analisis
kebutuhan jabatan yang ada, mengapa tidak berdasarkan kebutuhan jabatan
karena ada beberapa instansi yang telah kelebihan pegawai dan tidak memiliki
uraian jabatan /fungsinya di instansi tersebut, namun tetap di paksakan untuk di
tambahkan pegawai yang akan di mutasikan ketempat itu.

Kemudian pertanyaan kedua yang di ajukan kepada informan penelitian di lainnya
tentang bagaimana tindak lanjut dari pengajuan mutasi bagi ASN di BKD kabupaten
boalemo oleh kepala bidang diklat dan aparatur badan kepegawaian daerah kabupaten
boalemo pada tanggal 2 maret tahun 2020 yaitu sebagai berikut : (Marni Djafar Nihe,

SE).

“Tindak lanjut dari pengajuan mutasi yang akan di bahas dalam rapat TPK
sesuai dengan analisis kebutuhan jabatan dan analisis beban kerja.

Hal yang sama di sampaikan oleh informan peneliti di kepala sub bagian AKD dan
Diklat jabatan badan kepegawaian daerah di kabupaten boalemo pada tanggal 2 maret
tahun 2020 sebagai berikut : (Dewiyanti, SE).

“Tindak lanjut dari pengajuan mutasi di bahas dalam tim rapat penilaian kinerja
(TPK) dengan memperhatikan kebutuhan jabatan yang lowong.

55



Adapun pertanyaan yang sama yang di ajukan kepada informan penelitian lainnya
di bagian kasubid INKA pengelolaan data badan kepegawaian daerah kabupaten
boalemo pada tanggal 2 maret tahun 2020 yaitu : (Halim S. Abdul, S.Kom).

“Untuk meningkatkan efisiensi pegawai maka tindak lanjut mutasi harus
berdasarkan dari nilai prestasi kinerja para pegawai yang akan di bahas dalam
rapat kerja tim penilaian kinerja (TPK) pegawai.

Serta adapun pertanyaan selanjutnya akan di ajukan sama kepada informan
penelitian lainnya yaitu kepala badan kepegawaian pada tanggal 2 maret tahun 2020 :
(Agusparman Nahu, S.IP., M.Si).

“Sesuai tujuan utama aparatur sipil negara saya selaku badan kepegawaian
daerah, tindak lanjut dalam pengajuan mutasi yaitu dapat di bahas di dalam tim
penilaian kinerja pegawai yang berdasarkan kebutuhan, prestasi kerja,
kualifikasi dan kompentensi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang di sampaikan oleh informan, sangat
terlihat bahwa aparatur sipil negara di badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo
di dalam proses pengajuan mutasi sesuai berdasarkan prosedur pelayanan dalam
pemberian informasi mutasi sudah sangat efisien dan efektif.

3. Kemudahan untuk memperoleh informasi dengan mengenai beberapa
aspek penyelenggaraan pelayanan.

Selanjutnya pertanyaan yang akan di ajukan dalam proses kenmudahan kepada

informan penelitian yaitu bagaimana kepastian waktu dalam pengurusan berkas mutasi

ASN di badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo pada tanggal 11 maret tahun

2020 sebagai berikut : (Agusparman Nahu, S.IP., M.SI).
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“Kepastian waktu dalam pengurusan berkas mutasi di sesuaikan dengan hasil
rapat TPK dan pengajuan telaahnya ke bupati selaku pejabat pembina
kepegawaian.

Adapun pertanyaan yang sama di ajukan kepada informan penelitian selanjutnya
kepada kasubid mutasi pada tanggal 11 maret tahun 2020 yaitu : (Kasmiati Rustam
S.AP).

“Kepastian waktu dalam pengurusan berkas mutasi ASN : setelah di bahas
dalam rapat TPK apabila di setujui maka akan segera di proses lebih lanjut
dengan mengajukan telaah kepada bupati.

Kemudian pertanyaan yang kedua yang di ajukan kepada informan penelitian yaitu
kepala badan tentang bagaimana prilaku ASN di bidang mutasi dalam menangani
masalah mutasi di badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo pada tanggal 11

maret tahun 2020 sebagai berikut : (Agusparman Nahu, S.AP).

“Perilaku seorang ASN di bidang mutasi dalam menangani masalah dengan
memperhatikan dengan inti maslaah dan di sesuaikan dengan prosedurnya.

Hal yang senada di sampaikan oleh informan lainnya yaitu kasubid mutasi badan
kepegawaian daerah kabupaten boalemo pada tanggal 11 maret 2020 sebagai berikut :
(Kasmiati Rustam, S,AP).

“Perilaku aparatur sipil negara di bidang mutasi dalam menangani masalah
mutasi memberikan suatu penjelasanan mengenai prosedur dan maslaahnya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang telah di sampaikan informan, sangat
terlihat bahwa aparatur sipil negara di badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo
dalam proses pelayanan mutasi di lihat sebagian belum memberikan pelayanan secara

maksimal berdasarkan prosedur dan peraturan yang ada.
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4.3. Pembahasan

1. Transparansi pelayanan mutasi di sub bidang mutasi badan kepegawaian daerah
kabupaten boalemo sebagaimana menyangkut tentang pelayanan mutasi apartur
sipil negara kita ketahui bahwa transparansi dalam pelayanan merupakan aspek
yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)
di badan kepegawaian daerah. Badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo di
bentuk untuk menjalankan tugas dari bapak bupati kabupaten boalemo yang di
berikan kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugas kepegawaian melalui
penyelenggaraan kepegawaian yang berkualitas, profesional dan akuntabel.

Di dalam transparansi pelayanan mutasi badan kepegawaian daerah di sub
bidang mutasi kabupaten boalemo kita ketahui bahwa subbidang mutasi pegawai
mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan kepegawaian yakni kenaikan
pangkat pangkat PNS/ASN, mutasi pegawai serta pensiun pegawai dan kenaikan
pangkat pengabdian PNS/ASN di lingkungan pemerintah kabupaten boalemo.
Sesuai dengan undang-undang No. 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan
mutasi, peraturan ini yaitu sebagai instansi pemerintah yang menyusun perencanaan
aparatur sipil negara (ASN) di dalam lingkungannnya yang terdiri dari berbagai
aspek misalnya kebutuhan organisasi, sifat pekerja teknis atau kebijakan tergantung
pada kalasifikasi, penilaian prestasi kerja/kinerja dan prilaku kerja, perpindahan dan
pengembangan karier, kelompok kerja suksesi, pemetaan pegawai, pola karier dan
kompentensi. Sebagaimana yang berbunyi peraturan pemerintah ayat tiga (3) pasal

(2) mutasi di lakukan paling lama lima tahun dan paling singkat dua tahun. Dalam
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pelaksanaan mutasi kita dapat sesuaikan berdasarkan kebutuhan organisasi,
memperhatikan suatu larangan konflik di dalam kepentingan, pola karier, dan
klasifikasi jabatan dan kompentensi ASN dengan persyaratan jabatan.

Untuk menciptakan suatu pelayanan yang baik di badan kepegawaian daerah
tidak hanya semata-mata untuk keuntungan semata saja di mana dalam memberikan
pelayanan yang seadanya saja tidak melihat suatu kebutuhan yang di perlukan warga
masyarakat dalam hal ini ASN/PNS untuk mendapatkan pelayanan yang transparan
dengan hasil yang baik dan maksimal. Transparansi pelayanan yang maksimal yaitu
seperti keterbukaan dalam menyampaikan informasi, sarana penunjang, proses
pengajuan, tindak lanjut dari pengajuan, kepastian waktu dalam kepengurusan
berkas dan prolaku ASN di sub bidang mutasi bagi ASN di badan kepegawaian
daerah, dan kepastian waktu dalam pengurusan berkas serta prilaku ASN dalam
menangani maslah di sub bidang mutasi badan kepegawaian daerah kabupaten
boalemo kepada masyarakat dalam hal ini (ASN/PNS).

Sangatlah penting suatu keterbukaan pemerintah di dalam transparansi
pelayanan di sub bidang mutasi di badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo
yang terkait berbagai pengelolaan sumber daya publik terhadap pihak yang
membutuhkan yaiti masyarakat dalam hal ini ASN/PNS. Penting pelayanan mutasi
di dalam sub bidang mutasi berdasarkan undang-undang No. 5 tahun 2014 yaitu
untuk membangun aparatur sipil negara. Transparansi sangatlah penting untuk
meningkatkan kualitas serta kinerja pegawai negeri sipil. Pentingnya transparansi di

era reformasi membuat berbagai aturan netralitas PNS/ASN serta semua aturan
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tersebut yang merupakan jawaban atas tuntutan permasalahn yang berkaitan dengan
peran ASN di dalam partai politik. Berdasarkan undang-undang yang mengatur
netralitas yaitu peraturan pemerintah No. 37 tahun 2004 tentang larangan seorang
aparatur sipil negara akan menjadi anggota partai politik yaitu di harapkan agar
kiranya aparatur sipil negara tidak memihak terhadap kepentingan partai politik,
karena kita ketahui bahwa di kwatirkan pegawai tersebut akan menyalahgunakan
kedudukannya di dalam penggunaan fasilitas negara hanya untuk kepentingan partai
politik.

Transparansi pelayanan mutasi di sub bidang mutasi kabupaten boalemo
sangatlah penting agar bisa mewujudkan pemerintahan yang baik (good
governance) untuk mencapai tujuan visi dan misi pemerintah di kabupaten boalemo.
Sebagaimana yang di atur dalam undang-undang No. 43 tahun 1999 pasal 3 ayat 1
yaitu pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai aparatur negara yang di
tugaskan untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat
dengan secara profesional, pembangunan, pemerintahan, merata dalam
penyelenggaraan tugas negara, jujur dan adil. Serta ayat 2 pasal 3 yaitu di dalam
tugas dan kedudukan dimana pegawai negeri harus lebih netral dari berbagai
pengaruh terhadap semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif di
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Serta pada ayat 3 dan pasal 3
yaitu menjamin tentang netralitas pegawai negeri di larang menjadi anggota atau

penggurus partai politik.
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Aparatur sipil negara sebagai alat pemerintah (aparatur pemerintah) yaitu
sebagai penentu suatu kebijaksanaan serta aturan-aturan pemerintah untuk mencapai
suatu tujuan yang akan di capai. Di dalam keterbukaan pemerintah dalam meberikan
suatu informasi yang di butuhkan oleh masyarakat di dalam proses penyampaian,
saran penunjang, proses pengajuan, tindak lanjut dari pengajuan, kepastian waktu,
prosedur di dalam pengaturan mutasi dan prilaku ASN di sub bidang mutasi maka
sangatlah penting memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sehingga
masyarakat bisa mengetahui apa saja yang akan di lakukan serta akan memberikan
pemahaman yang akurat. Kurangnya suatu keterbukaan kepada masyarakat akan
mengakibatkan suatu kendala di dalam pelayanan administrasi kepegawaian daerah
serta akan membuat masyarakat tidak akan di layani dengan baik oleh pemerintah
aparatur sipil negara di badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo.

Di dalam keterbukaan informasi publik kita ketahui sangatlah penting,
merupakan salah satu ciri terpenting negara yang demokratis yang akan menjunjung
tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan suatu penyelenggaraan pemerintah
yang baik. Dalam hal ini keterbukaan informasi di sub bidang mutasi memiliki suatu
tujuan untuk memberikan informasi yang terukur dengan tercapainya suatu kinerja
aparatur pemerintah, yang secara kredibel serta akuntabel untuk dapat menyediakan
informasi dan dokumen yang di butuhkan sesuai permintaan publik (masyarakat
dalam hal ini aparatur sipil negara). Dari berbagai aspek yang ada dalam
keterbukaan pemerintah dalam pelayanan bisa dapat di akses dengan cara mudah

sehingga dapat di katakan bahwa praktek penyelenggaraan pemerintah di sub bidang
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mutasi badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo akan memiliki tingkat
keterbukaan yang tinggi. Dan sebaliknya jika sebagian atau semua transparansi
pelayanan di sub bidang badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo tidak
terbuka kepada pengguna layanan serta sangat sulit untuk dapat di akses oleh
pengguna layanan maupun para stakeholder.

Berdasarkan hasil penelitian yang di ambil dari beberapa informan di badan
kepegawaian daerah serta apartur sipil negara yang pernah di mutasi di kabupaten
boalemo. Yang di temukan sesuai observasi yang peneliti lakukan bahwa adanya
keterbukaan informasi kepada masyarakat di dalam penggurusan administrasi
kepegawaian yang di butuhkan oleh pengguna layanan terkhusus dalam
penyampaian informasi, sarana penunjang, prosedur di dalam pengaturan mutasi,
kepastian waktu dalam pengurusan berkas dan prilaku ASN di badan kepegawaian
daerah, di temukan bahwa keterbukaan didalam pemberian layanan informasi
mutasi di badan kepegawaian daerah belum maksimal di laksanakan dengan baik di
karenakan pemerintah belum terbuka dalam memberikan informasi pelayanan yang
lebih jelas kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam persyaratan-
persyaratan apa saja yang harus di penuhi dalam penggurusanpenyusunan rencana
mutasi di badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo. Sebagaimana di katakan
bahwa di sub bidang mutasi badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo
memiliki tingkat keterbukaan yang rendah berdasarkan teori (2006:18, suharno).
Sehingga penulis menyimpulkan bahwa setiap warga negara indonesia memiliki

kebebasan mendapatkan informasi, dalam hal ini keterbukaan informasi publik
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memiliki hak setiap orang untuk menerima informasi yang akan mereka butuhkan.
Badan kepegawaian daerah berkewajiban untuk menyediakan dan melayanani
permintaan informasi yang secara profesional (biaya ringan), cara sederhana, cepat
dan tepat waktu, pelayanan informasi, badan kepegawaian daerah berkewajiban
untuk membenahi sistem dokumentasi dan adanya suatu pengecualian yang bersifat
terbatas dan ketat. Badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo di sub bidang
mutasi aparatur pemerintah wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat
secara terbuka yang berdasarkan ketentuan undang-undang keterbukaan informasi.
Jika tidak di laksanakan sebagaimana mestinya maka pegawai/aparatur pemerintah
akan di berikan sangsi, baik dalam berupa hukuman atau sangsi admnistrasi sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pertanyaan selanjutnya yang peneliti sampaikan kepada informan
bahwa transparansi pelayanan di dalam pemberian informasi mutasi kepada ASN
di kabupaten boalemo melalui media sosial, penyampaian informasi biasnya melalui
undangan pelantikan mutasi jabatan dan undangan mutasi unor pemberian SPT
(surat perintah tugas) yang di lakukan melalui media sosial seperti (WA) yang di
sampaikan kepada masyarakat akan lebih terarah dalam penyusunan rencana mutasi
maka masyarakat akan lebih terarah dalam mendapatkan informasi yang di
butuhkan oleh masyarakat sehingga masyarakat mengetahui alaur atau proses apa
saja yang di butuhkan dalam penyusunan rencana mutasi di badan kepegawaian
daerah kabupaten boalemo. Pemerintah di badan kepegawaian daerah kabupaten

boalemo belum memiliki webstite yang lebih jelas dalam pemberian suatu
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pelayanan informasi di sub bidang mutasi yang mudah di ketahui kalangan
masyarakat umum. Dengan melalui website ini pemerintah badan kepegawaian
daerah kabupaten boalemo bisa dapat menyampaikan seluruh informasi kegiatan
serta pelayanan yang akan di lakukan selama ini dan masyarakat mudah mengakses
kapan saja dan dimana saja tanpa harus datang ke kantor badan kepegawaian daerah
untuk mengetahui informasi yang di inginkan.

Pada dasarnya seluruh masyarakat kabupaten boalemo ataupun masyarakat luar
lainnya yang berasal dari provinsi serta kabupaten lainnya yang memerlukan akses
yang sama dalam memperoleh suatu informasi yang di butuhkan. Tetapi sampai saat
ini informasi pelayanan publik yang di sampaikan oleh badan kepegawaian daerah
terkhususnya di sub bidang mutasi kabupaten boalemo masih sangat sulit untuk di
akses/dijangkau oleh masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang tidak tau atau
tidak dapat memperoleh tentang keterbukaan pelayanan di sub bidang mutasi badan
kepegawaian daerah kabupaten boalemo.

Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas tentang trasnparansi yang
berdasarkan indikator keterbukaan informasi dalam pelayanan di dalam
penyampaian dan sarana penunjang di sub bidang mutasi badan kepegawaian daerah
kabupaten boalemo belum maksimal untuk dapat di peroleh, di karenakan sangat
terbatas sarana informasi yang di miliki oleh badan kepegawaian daerah kabupaten
boalemo. Dapat di katakan bahwa tingkat keterbukaan di sub bidang mutasi
memiliki tingkat keterbukaan yang rendah (2006 : 18, suharno). Sehingga penulis

menyimpulkan bahwa keterbukaan informasi yang akan belum maksimal. Sehingga
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selama ini penyampaian informasi yang di lakukan kebanyakan lewat selebaran
undangan pemberitahuan secara manual. Sehingga tidak semua masyarakat
menjangkau mendapatkan informasi sebagaimana mestinya dan di era globalisasi
sekarang ini seharusnya pemerintah lebih mengefektifkan website yang bisa di akses
di badan kepegawaian daerah agar hak masyarakat .
. Tansparansi pelayanan mutasi di sub bidang mutasi badan kepegawaian daerah
kabupaten boalemo di dalam pengurusan prosedur mutasi berdasarkan data
lapangan sesuai hasil penelitian bahwa pentingnya proses pengajuan mutasi dan
tindak lanjut dari pengajuan mutasi dapat di sesuaikan berdasarkan analisis jabatan
dan analisis beban kerja serta dapat di sesuaikan berdasarkan kebutuhan. Di dalam
proses pengajuan mutasi bertujuan untuk meningkatkan suatu produktifitas
pegawai/aparatur untuk memperluas serta menambah wawasan pengetahuan,
memberikan imbalan dan pengakuan prestasi pegawai, menciptakan keseimbangan
antara tenaga kerja serta tenaga kerja komposisi pekerja atau jabatan. Tindak lanjut
mutasi di lihat dari hasil penilaian prestasi pegawai. Terjadinya mutasi harus
berdasarkan indeks prestasi seorang pegawai serta pengajuan mutasi harus
berdasarkan prosedur yang telah di atur dalam undang-undang. Dalam hal ini
prosedural mutasi ASN di badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo belum
dapat di laksanakan dengan cara-cara berdasarkan peraturan BKN No. 5 tahun 2019
tentang tata cara pelaksanaan mutasi.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas tentang peraturan BKN No.5 tahun 2019

bahwa selama ini kita lihat bahwa proses pengajuan mutasi di kabupaten boalemo
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belum sebagian sesuai berdasarkan prosedur yang ada serta belum sesuai tata cara
pelaksanaan mutasi, sehingga mengakibatkan kepemerintahan tidak berjalan secara
efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan yang berdasarkan visi dan misi yang
di capai. Mutasi yang di lakukan terus menerus dalam kurung waktu yang begitu
dekat, sehingga terkesan di mata masyarakat sangat tergesa-gesa dalam melakukan
mutasi. Pelaksanaan mutasi selama ini di mata masyarakat di lihat sangat buruk
sehingga mental pegawai penuh ketakutan karena mutasi yang berulang-ulang yang
tidak sesuai dengan proses pengisian jabatan, mulai dari pembentukan panitia
seleksi, pengumuman, pengusulan nama calon, pelantikan, penetapan dan
pelaksanaan seleksi. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa proses dan prosedur di
dalam mutasi aparatur sipil negara di kabupaten boalemo tidak secara transparan.

. Transparansi pelayanan mutasi di sub bidang mutasi badan kepegawaian daerah
kabupaten boalemo di dalam pengajuan mutasi tentunya kita menginginkan
kemudahan di dalam kepastian waktu dalam pengurusan berkas mutasi ASN di
badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo yang akan di bahas dalam tim
penilaian kinerja. Dalam hal ini penilaian kinerja yang belum terbentuk, unit kerja
yang belum membidangi unsur kepegawaian dalam membuat perencanaan mutasi,
nserta pertimbangan yang di berikan oleh badan pertimbangan sebuah jabatan.
Sehingga berdasarkan pertimbangan mutasi di dalam penilaian kerja (TPS) aparatur
sipil negara, serta unit kerja yang membidangi kepegawaian yang mengusulkan

mutasi kepada PPK. Sehingga di dalam pertimbangan teknis dari BKN paling lama
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15 hari kerja sejak di terima usulan, sehingga berdasarkan suatu pertimbangan teknis
kepada kantor regional BKN/kepala BKN.

Pegawai yang tela di tunjuk dalam menetapkan keputusan sesuai
kewenangannya maka PPK instansi sebagai penerima dapat menetapkan keputusan
dalam pemberhentian serta PPK instansi sebagai penerima dapat menetapkan
keputusan dalam pemberhentian serta PPK instansi asal dalam menetapkan suatu
keputusan pemberhentian dan jabatan. Peraturan BKN No. 5 tahun 2019 pasal 4
huruf h maka di dalam keputusan pemberhentian dari jabatan oleh PPK instansi
asalnya paling lama di tetapkan sekitar 30 hari kalender sejak di tetapkannya
keputusan mutasi.

Semua informasi yang berhubungan dengan beberapa aktivitas pemerintah
daerah yang untuk mudah di akses, tepat waktu dan mudah di jangkau oleh
masyarakat. Tetapi informasi yang berupa rahasia tidak bisa di jangkau misalnya
informasi tentang proses serta penetapan ASN yang akan di mutasikan. Kita ketahui
bahwa terjadinya mutasi dengan berbagai macam alasan misalnya penyegaran
hukum di karenakan kelalaian seseorang ASN yang bersangkutan. Pentingnya
informasi ASN di kabupaten boalemo harus di lakukan secara transparan ketika
lelang suatu jabatan sehingga terbuka untuk bisa dapat di akses oleh masyarakat
kabupaten boalemo. Berdasarkan jangka waktu yang di tetapkan di dalam
pengurusan mutasi di badan kepegawaian daerah kabupaten baoalemo belum
terlaksana dengan baik sehingga masih sangat sulit masyarakat memperoleh

informasi yang di inginkan oleh pengguna layanan.
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Pentingnya transparansi dalam sub bidang mutasi badan kepegawaian daerah
kabupaten boalemoa akan bisa menambah pengetahuan serta prosedur dan
wawasan, serta dapat mengetahui persyaratan apa saja yang akan di lakukan dalam
mutasi ASN. Tentunya di dalam melakukan mutasi harus melihat di dalam kode
etika dan kode prilaku yang berdasarkan hasil penelitian bahwa prilaku ASN di
bidang mutasi harus memiliki profesionalitas dalam jabatan. Pegawai harus
melaksanakan tugasnya dengan sejujur-jujurnya, memberikan pelayanan sopan
santun, hormat kepada masyarakat yang membutuhkannya dan tanpa tekanan dari
orang lain, melaksanakan tugasnya dari perintah yang di berikan oleh atasannya atau
pejabat yang berwenang dalam memberikan perintah serta tidak bertentangan
dengan ketentuan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan serta menjaga
etika pemerintah, dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya serta tidak
menyesatkan kepada masyarakat yang memerlukan informasi terkait dengan
keperluan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi dalam internal negara,
kekuasaan, status serta jabatan yang mendapatkan atau mencari suatu keuntungan
pada diri sendiri atau dari orang lain.

Berdasarkan hasil pembahasan dia atas yang dapat di lihat dari observasi,
wawancara serta pengamatan sebagaimana di katakan bahwa pemerintah belum
efektif dalam tanggapan terhadap pengaduan masyarakat berupa keluhan serta
tentang berbelit-belitnya urusan di dalam pelayanan dari aparat birokrasi di badan
kepegawaian daerah kabupaten boalemo berdasarkan teori (1994 : Gaspersz) bahwa

dinamika yang terjadi di lapangan tidak sesuai harapan dan tujuan visi misi daerah.
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Yang menjadi keresahan di dalam aparatur sipil negara (ASN), pihak ASN
menginginkan kepastian hukum serta keadilan pemerintahan yang ada di kabupaten
boalemo. Karena ketika persoalan di dalam mutasi di kabupaten boalemo terjadi
terus menerus maka akan mengakibatkan ketidak percayaan masyarakat kepada
pemerintah yang di sebabkan ketidakpuasan kinerja pemerintah di dalam
transparansi pelayanan di sub bidang mutasi dan menurunnya partisipasi seorang
masyarakat dalam hal ini ASN dalam membangun daerah. Sehingga penulis
menyimpulkan bahwa pemerintahan di kabupaten boalemo tidak berjalan sesuai apa
yang di harapkan oleh masyarakat dalam meningkatkan kinerja aparatur sipil negara

serta dalam pembangunan daerah.
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BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah di uraikan

di atas yang di lihat dari beberapa indikator, bahwa transparansi sangatlah penting

dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Tetapi kita lihat

bahwa penyampaian informasi pelayanan di sub bidang mutasi badan kepegawaian

daerah kabupaten boalemo belum terlaksana dengan baik oleh aparatur sipil negara.

1.

Transparansi pelayanan mutasi di sub bidang mutasi badan kepegawaian
daerah kabupaten boalemo sebagaimana menyangkut tentang pelayanan
mutasi aparatur sipil negara belum terlaksana dengan baik maka sangat di
butuhkan keterbukaan di dalam ketersediaannya informasi memadai, mudah di
jangkau, mudah di akses, tepat waktu, terbangun kokohnya suatu sistem
pemerintahan yang bebas, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Akan efektifnya kontrol terhadap kebijakan publik untuk pembangunan
kemasyarakatan dan kenegaraan, serta ada beberapa informasi yang bersifat
rahasia artinya tidak bisa di jangkau seperti informasi tentang penetapan
aparatur sipil sipil negara yang akan di mutasikan.

Transparansi pelayanan mutasi di sub bidang mutasi badan kepegawaian
daerah kabupaten boalemo di dalam pengurusan prosedur mutasi aparatur sipil
negara belum terlaksana dengan baik. sebagaimana kita ketahui bahwa

terjadinya mutasi dengan berbagai macam alasannya seperti penyegaran
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hukum di karenakan aparatur sipil negara yang bersangkutan, serta pentingnya
informasi harus di lakukan secara transparansi ketika akan ada lelang suatu
jabatan sehingga bisa terbuka untuk dapat di akses oleh masyarakat kabupaten
boalemo. Transparansi pelayanan di sub bidang mutasi badan kepegawaian
daerah kabupaten boalemo akan menambah produktifitas pegawai/aparatur
pemerintah untuk memperluas dan menambah wawasan dan pengetahuan
masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, menambah
wawasan masyarakat tentang proses dan prosedur di dalam mutasi aparatur
sipil negara secara transparan.

Transparansi pelayanan mutasi di sub bidang mutasi badan kepegawaian
daerah kabupaten boalemo, sebagaimana yang menyangkut pelayanan mutasi
sangat di butuhkan transparansi di dalam kemudahan untuk penggurusan
persyaratan di dalam pemutasian. Sehingga akan menciptakan kesesimbangan
antara tenaga kerja, komposisi pekerjaan atau jabatan, meningkatnya
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, berkurangnya pelanggaran
peraturan perundang-undangan dan memberikan kedamaian di kabupaten
boalemo serta dapat terlaksana visi dan misi daerah kabupaten boalemo,
masyarakat bisa berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung proses
penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan, dan terhindar dari

praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
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5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di jelaskan di atas bahwa banyak permasalahan

yang di hadapi dalam transparansi pelayanan dalam mutasi badan kepegawaian daerah

kabupaten boalemo. Sehingga penulis berupaya untuk memberikan saran-saran yang

insyah allah bisa membangun untuk daerah. Saran yang penulis bisa sampaikan lewat

tulisan ini untuk mewujudkan visi dan misi badan kepegawaian daerah kabupaten

boalemo yaitu sebagai berikut :

1.

Pemerintah kiranya bisa lebih transparan dalam pemberian informasi di dalam
mutasi, pemerintah lebih memaksimalkan lagi penggunaan website agar
masyarakat bisa menjangkau dengan mudah informasi yang di butuhkan.
Pemerintah agar kiranya bisa melakukan proses dan prosedur dalam mutasi
aparatur sipil negara dengan secara transparan, kemudahan dan keterbukaan
yang berdasarkan dalam suatu pemetaan di dalam kebutuhan aparatur/pegawai
yang berdasarkan permintaan dari SKPD yang ada di kabupaten boalemo bukan
berasal dari faktor dorongan dari luar.

Badan kepegawaian daerah di harapkan agar bisa membentuk organisasi mitra
yang strategis yang lebih netralitas untuk daerah pemerintah kabupaten
boalemo agar kiranya bisa memantau atau mengawasi proses pemutasian
aparatur/pegawai. Agar kiranya bisa mencegah sejak dini praktek-praktek
korupsi, kolusi dan nepotisme di kabupaten boalemo. Kiranya pemerintah dapat
memberikan informasi dan partisipasi tentang mutasi pegawai kepada

masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui segala hal pelasanaan

72



untuk membangun daerah kabupaten boalemo serta dapat mengetahui berbagai
penyimpangan yang akan di lakukan oleh aparatur sipil negara di kabupaten
boalemo. Pemerintah kira di harapkan memperbaiki administrasi dalam
pemutasian di badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo, sehingga
pemerintah dapat menciptakan dan mewujudkan visi dan misi badan

kepegawaian daerah kabupaten boalemo.
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